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"Pemerin'

“Negara
Mestinya
Talangi Lapindo”

JAKARTA — Ketua Badan Pemeriksa Ke-
uangan Anwar Nasution meminta uang ne-
gara untuk perbaikan fasilitas publik di se-
kitar semburan lumpur PT Lapindo Bran-
tas Inc. di~Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai
dana talangan. Artinya, perusahaan berikut
pemilik unit usaha yang berafiliasi dengan
Grup Bakrie itu tetap harus mengembah-
kan uang negara.

“Jelas itu (dana negara) dipakai sementa-
ra, tapi negara napti menuntut kepada tau-
ke (pengusaha)—nya tersebut supaya mem-
bay ta Anwar di kantornya kemarin.
pun harus tegas meminta La-
pindg\ménjaminkan aset-asetnya. Toh, ne-
gara punya hak untuk itu dan mempunyai
alat paksa. “Harus dipaksa supaya dia ba-
yar. Kalau tak bayar, tangkap taukenya.”

Ia mepanggapi rencana pemerintah
menggunakan uang negara untuk proyek
pelebaran jalur jalan arteri nasional Sura-
baya senilai Rp 168 miliar dan pémindahan
rel di sekitar semburan lumpur senilai Rp
2175 miliar. Rapat kerja Menteri Perhubung-
an Hatta Rajasa dan Menteri Pekerjaan
Umum Djoko Kirmanto dengan Komisi In-
frastruktur DPR dua hari lalu sepakat pro-
yek-proyek itu dibiayai oleh Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Negara Perubahan
2007 dan APBN 2008. Akhir pekan lalu, Pa-
nitia Anggaran DPR juga menyetujui peng-
gunaan dana bencana dalam APBN 2006
untuk membantu korban lumpur.

Menteri Negara Perencanaan Pembangun-
an Nasional Paskah Suzetta kemarin menga-
takan pemindahan rel bisa menggunakan
APBN Perubahan 2007. “Tidak bisa meng-
gunakan APBN 2006 dan 2007,” katanya ke-
tika dihubungi Tempo di Jakarta. Menurut
dia, alokasi dana akan masuk dana konting-
ensi dan harus disetujui oleh parlemen. Tapi
ia mengaku belum menerima pengajuan ang-
garan dari Hatta. e s SUPRANTO | KURNUSIH BUDI
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’ Dirjen IAEA akan kunjung Indonesia

% JAKARTA: Pemerintah memanfaatkan kunjungan

§ Mohammmed Elbaradei, Dirjen International Atomic

-y Energy-Agency (IAEA) ke Indonesia guna menghilangkan

2 kecurigan negara luar tentang pengembangan energi nu-
. Klir di‘Tanah Air.

fz Selain itu, dalam kunjungan tersebut tidak ada agenda
penandatanganan nota kesepahaman maupun pemnntaan
penambahan bantuan atau dana.

Mohammmed Elbaradei dijadwalkan berkunjung ke
Indonesia selama tiga hari, mulai hari ini hingga 9 Desem-

1 ber.

Pada kesempatan tersebut, Elb dex dijadwalkan berte-
. mu dengan Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Energi
. dan Sumber Daya Mineral, dan Komisi VII DPR. .

Hudi Hastowo, Sekretaris Menristek, kemarin,
mengatakan dengan kunjungan Elbaradei ke
Indonesia diharapkan menjadi simbol menunjukkan
tidak ada pemanfaatan energi nuklir di Indonesia
untuk kepentingan politik, melainkan hanya untuk
maksud damai. (Bisnis/09)
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(Gugatan Sapta atas
Conoco tak diterima

Oleh Tri D. PAMENAN
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pengadilan Nege-
ri Jakarta Pusat akhirnya me-
nyatakan tidak dapat meperi-
ma gugatan PT Saptasarana
terhadap ConocoPhillips ter-
kait sengketa pengadaan rig
pengeboran minyak yang me-
libatkan kedua perusahaan
itu. ‘
Putusan tersebut dibacakan
dalam persidangan yang di-
pimpin hakim Lief Sofijullah,
kemarin. ’

Menurut majelis hakim, pe-
nolakan atas gugatari PT Sap-
tasarana diputuskan karena

yang disampaikan penggugat

- dalam posita (gugatan) diang-

gap tidak jelas dan tidak sin-
kron dengan petitum (tuntut-
an). :
Persidangan yang molor se-
kitar dua jam tersebut tidak di-
hadiri pihak penggugat. Meski
begitu, majelis hakim ‘menilai
putusan tersebut tetap bersifat
mengikat. Putusan sidang se-
cara resmi akan disampaikan

- Pengadilan Negeri Jakpus ke-

pada pihak penggugat.

Majelis hakim memberi
waktu seminggu kepada peng-
gugat untuk mengajukan upa-
ya hukum atas keputusan itu.

Kuasa Hukum PT Conoco-
Phillips Indonesia Todung
Mulya Lubis tak dapat me-
nyembunyikan kegembiraan-
nya setelah mendengar putus-
an majelis hakim.

“Putusan pengadilan ini.
memberikan angin segar bagi
iklim penegakan hukum 'di
Indonesia,” ujarnya.

Ketika dikonfirmasi Bisnis,
kuasa hukum penggugat, Rico
Pandeirot dari O.C. Kaligis &
Associates mengaku belum
menerima putusan sidang ter-
sebut. ' '

“Kami baru mendengar
garis besarnya saja. Kami jus-
tru ingin mempertanyakan
pada bagian mana yang diang-
gap tidak'saling mendukung
antara posita dan petitum,”
ujarnya. - ‘

Yang jelas, lanjut Rico, pi-

haknya akan menyiapkan dua
alternatif langkah. Pertama,

memperbaiki materi gugatan.

Kedua, mengajukan tuntutan
baru. Untuk menentukan lang-
kah mana yang akan dipilih,
pihaknya akan lebih dulu ber-
konsultasi dengan klien.

Putusan atas sidang gugatan
PT Saptasarana Personaprima
terhadap ConocoPhillips se-
dianya diagendakan pada 15
November lalu. Namun, saat
itu sidang ditunda karena ma-
jelis hakim di PN Jakpus tidak
siap.

Sapta dan Conoco berseng-
keta karena perusahaan yang
ditunjuk Conoco untuk me-
nyediakan rig pengeboran mi-

- gas itu dianggap tidak dapat -

memenuhi kontrak.
Sapta -diminta membayar

- penalti kepada Conoco Rp28

miliar. Namun Sapta, yang
sudah dinyatakan pailit oleh
PN Jakpus dan kemudian me-

" nunjuk Randy Rizaldi sebagai

kurator, belakangan justru
menggugat Conoco.

Isi di luar tangeung inwah nercataban T Akuars Grafikn Pratam

GCo
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Masalah Lumpur Panas Sudah Selesai?

Oleh KWIK KIAN GIE

edia massa edisi 2
| \ / I Desember 2006
memberitakan,

tanggung jawab Lapindo
Brantas atas malapetaka
yang disebabkannya di dae-
rah Sidoarjo mendekati pe-
nyelesaian.

Seluruh proses diketahui dan
di bawah pengawasan pemerin-
tah dengan personifikasinya. Wa-
kil Presiden. Wapres menga-
takan, agar Lapindo Brantas agak
murah hati dan jangan menawar.
Namun, untuk tanah, bangunan,
dan sawah milik penduduk yang
terendam lumpur, dibeli dengan
harga melebihi permintaan me-
reka sekitar 20 persen, agar me-
reka dapat hidup nyaman.

Ternyata, permintaan pendu-
duk dipenuhi. Untuk tanah di-
hargai Rp 1 juta per meter persegi,
bangunan Rp L5 juta per meter
persegi, dan sawah Rp 120000
per meter persegi. Penduduk pun
gembira, bersorak sorai, kaulan
mencukur gundul rambutnya dan
bersembah sujud.

Bodohkah rakyat itu? Tidak!
Rakyat mengetahui, kandungan
gas, minyak, dan mineral lain di
dalamnya, bukan milik mereka.
Milik rakyat hanyalah permuka-

an bumi yang dihuni dan di-
jadikan sawah. Kalau ini diganti
di tempat lain yang mungkin le-
bih baru dan lebih modern, me-
reka jelas bergembira. :

Banyak pertanyaan

Yang menjadi pertanyaan, apa-
kah dengan demikian Lapindo
Brantas dianggap telah meme-
nuhi semua kewajiban dan'tang-
gung jawabnya, sehingga kepa-

danya beserta pemilik dan pe- .

ngelolanya dapat diberikan re-

lease and discharge, atau pem- -

bebasan dan pelunasan?

Jika seperti itu, apakah be-
berapa manajer yang sedang da-
lam penyidikan oleh polisi di Ja-
wa Timur akan dibebaskan dan
penyidikan dihentikan?

Dengan pembayaran itu, apa-
kah berarti Lapindo Brantas
menjadi pemilik mutlak tanah
ratusan hektar yang tergenang
lumpur, dan boleh berbuat apa
saja dengan tanah itu?

Artinya, apakah Lapindo boleh

membiarkan dan meninggalkan
tanah dalam kondisi tergenang
1umpur seperti itu? Apakah tanah
seluas itu boleh dirusak oleh se-
tiap orang, asal mampu mem-
bayar dengan harga yang dapat
diterima pemiliknya?

Bagaimana dengan jalan raya
bebas hambatan atau jalan tol

yang dibangun oleh pemerintah
dan kini tidak dapat dipakai?
Apakah untuk ini dan barang
publik lain di sekitar daerah itu
Jjuga akan dijual kepada Lapindo
Brantas? Berapa harganya?

Apakah penderitaan manusia
dan kerusakan lingkungan hingga
proporsi seperti itu dapat dire-
duksi-dengan cara menilai me-
lalui angka-angka yang mencer-
minkan kewajaran harga tanah?

Apakah semua kekayaan alam
dalam perut bumi, yang permu-
kgan tanahnya dibeli Lapindo
Brantas, begitu saja menjadi milik
Lapindo Brantas?

Kini memang terlihat tanah
mubazir tergenang lumpur.
Tetapi bagaimana jika nanti di-
peroleh teknologi yang mpampu
mendapatkan minyak, gas alam,
dan kekayaan mineral apa saja,
meski tanah dan lingkungannya
rusak berat, asal penduduknya
dipindahkan ke tempat lain de-
ngan imbalan ' memuaskan?

Siapa sebenarnya pemilik ke-
kayaan mineral dalam perut bu-
mi Indonesia? Apakah milik pen-
duduk yang memiliki permukaan
tanah yang dimilikinya?

Apakah pola penyelesaian ka-
sus di Sidoardjo seperti itu akan
dijadikan pola untuk kasus se-
rupa di mana saja?

Apakah semua pulau dan ta-

nah dalam wilayah Republik In-
donesia boleh dirusak, asal ke-
pada penduduknya diberi imbal-
an memuaskan? Setelah itu se-
mua kekayaan mineral yang ada
dalam perut bumi menjadi milik
pembelinya?

Gamblang dan logis

Saya yakin, bagi semua ma-
nusia, semua itu belum selesai.
Yang boleh dibeli oleh rakyat de-
ngan hak milik sekalipun adalah
permukaan bumi, bukan apa yang
ada di dalam perut bumi.

Jadi, seandainya dalam perut
bumi Pondok Indah atau Pantai
Indah Kapuk yang sudah penuh
rumah dan pertokoan mewah ada
mineral berharga mahal, tentu
tidak serta-merta akan meroboh-
kan semua bangunan dan meng-
eksploitasi mineralnya. Lebih da-
ri ity, jika dalam perut bumi
tanah kosong yang dimiliki pe-
ngembang di Bumi Serpong Da-
mai ada kandungan mineral, kan-
dungan itu bukan milik keluarga
Eka Tjipta Wdjaja.

Mengapa hal yang begitu gam-
blang dan logis saya kemukakan?
Karena ada kesan kuat, para elite
ikut-ikutan bergembira, Maka,
sederet pertanyaan dalam tulisan
ini semuanya amat penting.

KWIK KIAN GIE
Ekonom Senior

¢
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Target Penjualan Saham
PGN Rp 1 Triliun

“Ada spekula5| pekan ini
bakal dilepas ke pasar.
saham.”

JAKARTA — Kementerian Badan Usa-
ha Milik Negara tetap akan menjual
5,3 persen saham PT Perusahaan
Gas Negara Tbk. pada akhir tahun
ini. Dana yang akan diraup minimal
Rp 1 triliun. Sedangkan dalam per-
dagangan kemarin, harga saham
PGN terus merangkak naik Rp 550,
menjadi Rp 11.350 per lembar.

“Hasil privatisasi sekurang-ku- * §

rangnya Rp 1 triliun. Jadi tak terla-
lu sulit,” kata Menteri. Negara
BUMN Sugiharto di Jakarta kema-
rin. Tapi dia tidak bersedia menje-
laskan secara detail waktu pelaksa-
naan aksi korporasi itu.

Analis PT Valbury Sekuritas,

Danny Eugene, mengatakan kabar’

santer yang berkembang di lantai
bursa menyatakan saham PGN
akan dilepas pekan ini. “Ada speku-
lasi pekan ini,” katanya. Direktur
Utama Bursa Efek Jakarta Erry Fir-
mansyah mengatakan pemerintah
harus berkoordinasi terlebih dulu

sebelum menjual saham PGN. “Ka-

lau perlu, nanti perdagangan saham
PGN dihentikan dulu agar tidak di-
permainkan spekulan,” katanya.
Penjualan saham PGN adalah ba-
gian dari rencana pemerintah menda-
patkan penerimaan negara Rp 3 trili-

un untuk menutup debsxt anggaran
tahun ini. Beberapa bulan terakhir
ini, rencana tersebut tidak jelas reali-
sasinya, padahal tahun buku 2006
hampir berakhir. Sugiharto menyata-
kan akan menjual PGN di atas harga

an analis, harga premium saham
PGN senilai Rp 16-18 ribu per lem-
bar. Tapi harga tertinggi sahamnya di
pasar Rp 14 riby, bahkan belakangan
terus merosot ke level Rp 11 ribu.
Seorang pejabat Kementerian
BUMN menyatakan pemerintah tetap
berupaya agar penjualan saham PGN'
memperoleh hasil optimum. “Hasil-
nya kami harapkan bisa memperoleh
premium sekitar 15 persen (dari harga
pasar),” katanya. Jadi total dana yang

" akan diraup Rp 2,5 triliun.

Sugiharto menyatakan dana hasil

penjualan saham PGN untuk me-
nambal defisit anggaran‘dan penyer-
taan modal negara di perusahaan
BUMN. “Untuk menutup defisit Rp 1
triliun dan sisanya untuk penyertaan
modal negara,” katanya. Perusahaan
pelat merah yang akan disuntik ada-
lah PT Garuda Indonesia sebesar Rp
500 miliar. Selain itu, Garuda masih
punya utang sekitar US$ 750 juta ke-

~pada Bank Mandiri, European Credit

Agency, dan Bank BNT.

Di sisi lain, ada lima perusahaan
penerbangan asing yang berminat
menjalin' aliansi strategis dengan
Garuda. “Mereka mengajukan pro-
posal dan menemui pemegang sa-
ham (pemerintah),” kata Direktur
Utama Garuda Emirsyah Satar ke-
pada Tempo, Selasa malam lalu.

© YULUWAT! | BUDI RIZA
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Pemerintah Tetap

Privatisasi PGN Tahun ini

JAKARTA - Pemerintah ber-
sikukuh melepas sekitar 5,13%
saham PT Perusahaan Gas
Negara Tbk (PGN) dalam be-
berapa minggu ini. Dana hasil
privatisasi lanjutan BUMN itu
bisa dimanfaatkan untuk me-
nutup defisit Anggaran Penda-
patan dan Belanja Negara
(APBN) 2006. :

Menteri Negara BUMN Su-
giharto menjelaskan, pemerin-
tah juga mengharapkan hasil
privatisasi PGN tersebut mam-
pu menutup target privatisasi
BUMN senilai Rp 3,1 trilun
tahun 2006.

“Insya Allah, kan masih ada
waktu tiga minggu lagi untuk
melepas saham PGN. Sekarang
masih dalam proses. Menjual
saham PGN kan gampang ka-
rena listed company,” ujar dia
pada Good Corporate Gover-
nance as a Strategy to Facilita-
te Financing In Public Service
di Jakarta, Rabu (6/12).

Kementerian BUMN sebelum-
nya mengisyaratkan, divestasi
5,13% saham PGN di pasar telah
disetujui DPR. Hasil penjualan

saham itu diperkirakan menca-

pai Rp 2,5 triliun dan akan digu-
nakan untuk menutupi setoran
privatisasi BUMN pada APBN
2006 sebesar Rp 3,1 triliun.

Pemerintah selaku pemegang
saham mayoritas PGN mengua-
sai 59,37% saham. Meski peme-
rintah menjual 5,13% saham
pada BUMN tersebut tidak
akan mengubah posisi peme-
rintah selaku pemegang saham
pengendali.

Sugiharto menjelaskan, dana
hasil privatisasi sebesar Rp 2,19
triliun digunakan untuk pe-
nyertaan modal negara (PMN)

dan sisanya untuk menutup de-

fisit APBN. “PMN belum tentu
bisa menyerap dana dari yang

ditargetkan,” ujarnya.

Menneg BUMN belum berse-
dia menyebutkan underwriter
divestasi itu. Namun, sejumlah
pihak mengungkapkapn, peme-
rintah telah menunjuk dua pe-
rusahaan sekuritas milik negara
yakni PT Bahana Securities dan
PT Danareksa Sekuritas sebagai
penasehat keuangan' divestasi
tersebut.

Terkait rencana divestasi
PGN, Dirut Bursa Efek Jakarta
(BEJ) Erry Firmansyah menge-
mukakan, perseroan bisa me-
minta suspensi saham dalam
rangka privatisasi tersebut. Pa-
salnya, pelepasan sekitar 5,13%
saham bisa bersifat material
sehingga mampu mempenga-
ruhi harga saham.

“Kalau perseroan mau mele-
pas sekitar 5%, mereka bisa
minta suspensi sehingga harga
sahamnya tidak najk-turun
terus,” ujarnya.

Pada perdagangan di BEJ ke-
marin, harga saham PGN me-
nguat sebesar Rp 550 menjadi
Rp 11.350 per saham. Jumlah
saham berpindah tangan
mencapai 41,69 juta lembar de-
ngan nilai transaksi sebesar Rp
468,97 miliar.

Menyangkut penawaran
umum perdana (IPO) saham
BUMN dalam rangka privati-
sasi 2007, Sugiharto menjelas-
kan, pemerintah menargetkan
bisa melepas sekitar 14 saham
BUMN ke publik. Di antara
perusahaan negara itu adalah
PT Jasa Marga, PT Bank Ta-
bungan Negara, PT Wijaya
Karya. Namun, hingga kini
rencana itu belum disetujui
komite privatisasi dan DPR.
Kementerian BMIN akan
membawa rencana go public
BUMN itu kepada komite pri-
vatisaisi pekan depan. (hut)

NOV
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Energi diminta beberkan
nilai ganti rugi Lapindo

Oleh ARIF GUNAWAN S.,
RAHAYUNINGSIH & PUDJI LESTARI
Bisnis Indonesia

JAKARTA: . Otoritas pasar
modal dan BEJ meminta PT
Energi Mega Persada Tbk se-
gera melaporkan ' nilai ganti

rugi dan sumber pendanaan’

yang akan diberikan unit usa-
hanya, Lapindo Brantas Inc, ke-
pada masyarakat yang terkena
" musibah di Sidoarjo, Jatim.
“Karena mereka perusa-
haan publik . maka mereka
harus memenuhi persyaratan
disclosure atau keterbukaan
informasi tanpa harus diminta
‘oleh otoritas pasar modal

ataupun BEJ,” ujarnya Kepala

Biro Penilaian Keuangan Sek-
tor Riil Bapepam-LK Nurhaida
kepada Bisnis, kemarin.

Dia enggan berkomentar ke-
tika ditanyakan apakah tran-
saksi itu merupakan material
atau tidak, karena pihaknya
belum menerima laporan be-
rapa nilai ganti rugi.

Pada awal pekan ini, mana-
jemen Lapindo menyatakan
kesediaan untuk memenuhi
tuntutan warga dari empat de-
sa di Sidoarjo dengan membe-
rikan gant rugi senilai Rp1,5

‘juta/m? untuk bangunan, Rp1 |

juta/m* untuk tanah peka-
rangan dan Rp120.000/m’
untuk tanah sawah.

Direktur Utama BEJ Erry
Firmansyah' mengatakan pi-
haknya mendukung langkah
pemberian ganti rugi anak
perusahaan Energi Mega itu,
namun sesuai ketentuan Ener-
gi Mega harus memberi infor-
masi jika secara material me-
mengaruhi kas perseroan.

“Jika dana ganti rugi itu dari

Energi Mega, kami akan me-
minta keterangan sesuai prin-
sip keterbukaan biasanya, yak-
ni dalam waktu 2 x 24 jam.”
Vice President of Capital
Markets Energi Mega Herwin
Hidayat mengatakan persero-
an masih belum juga bisa
mengungkapkan jumlah dana
yang akan dibayar Lapindo.
“Sejak kemarin [Selasa) ka-

.mi masih terus rapat dari pagi

hingga malam untuk memfor-
mulasikan pernyataan kesang-
gupan manajemen Lapindo ke
Timnas itu ke dalam pernyata-
an yang lebih konkret.” (arif.

gunawan@bisnis.co.id/rahayu-

-ningsih@bisnis.co.id/pudji.

lestari@bisnis.co.id)
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usahanya, PT Medco E&P Brantas
(MB). Sebab, estimasi penggan-

Berpeluang Dilikuidasi

TARGET HARGA SAHAM TURUN
Medco E&P Brantas

2 v y— -

tian kerugian luapan lumpur di
Sumur Banjarpanji-1 Sidoarjo
yang ditanggung perseroan bisa
mencapai lebih besar dari nilai
buku hingga US$ 70 juta. Medco
Energi memiliki 32% working in-
terest pada Blok Brantas.

Analis Danareksa Bonny Setiawan
dalam kajiannya mengenai Medco
menjelaskan, perusahaan akan
mengeluarkan dana hingga US$ 70
juta guna menanggung kerusakan
akibat luapan lumpur. “Jumlah ter-
sebut sama dengan nilai buku Med-
co Brantas. Oleh karena itu, MB
kemungkinan bisa dﬂlkmdas1, ke-
cuali jika luapan lumpur segera bisa
dihentikan,” tulis dia.

Hingga akhir September 2006,
MB membukukan akselerasi de-

presxasx sebesar US$ 22,3 juta,se- 2006 untuk memastikan jumlah
menye bersih - danayang dikeluarkan. “Kami me-
mﬂgg; juta dan’ nsoﬁg: g nungguhasi]perlutungan operator.

asi kerugian bisa mencapai US$
8 juta. Kejadian terburuk dapat
terjadi bila berdasarkan

PT Energi Mega Persada Tbk dx-
perlukan dana sampai US$ 180
juta untuk merehabilitasi area dan
biaya lain.

Menurut Bonny, Medco harus
mengeluarkan dana cadangan
(provisi) sekitar US$ 58 juta atau
lebih besar dari estimasi Da-
nareksa sebelumnya US$ 32 juta.

Di luar hasil gugatan arbitrase
terhadap Energi, analis tersebut
mengasumsikan, pencadangan
kerugian sekitar US$ 32 juta. De-
ngan mengesampingkan dana
provisi, laba bersih inti dxper-
kirakan mencapai US$ 89 juta.

“Bila MB dilikuidasi tahun depan,
Medco membukukan kerugian lagi
US$ 40 juta dari kerusakan aset,
sehingga memangkas proyeksi laba
bersih 2007 sekitar 60% menjadi
USS$ 43 juta,” paparnya.

Menanggapi kajian Danareksa
tersebut, baik Corporate Secre-
tary Medco Andi Karamoy mau-
pun Dirut Medco E&P Lukman
Mahfudz tidak bersedia berko-
mentar.

Andi mengaku investor tetap me-
nunggu kepastian langkah Medco.
Oleh karena itu, perseroan kini
menunggu laporan kuartal empat

e e o o g——— ——— -

Yang pasti, kami tidak lari dari
tanggung jawab sesuai porsi ke-
pemilikan saham 32%,” jelas dia ke-
pada Investor Daily.

Cash Call

Per September lalu, Medco telah
mengerluarkan provisi senilai US$
14 juta untuk penyelesaian kasus
lumpur panas. Bertambah atau
tidaknya biaya hingga akhir tahun

2006, lanjut Andi, masih menung-

gu hasil perhitungan pada kuartal
keempat mendatang. Di luar dana
bencana, lanjut dia, Medco tetap
membayar biaya rutin (cash call)
sekitar US$ 3-4 juta.

Lukman menilai, estimasi Da-
nareksa itu masih terlalu awal.
Yang pasti, Medco terus mengu-
payakan yang terbaik untuk ke-
pentingan rakyat Namun demi-

, perseroan juga memiliki ke-
wajiban terbatas sesuai persentase
kepemilikan saham.

Danareksa menurunkan target
harga saham Medco untuk 12
bulan dari Rp 5.026 per lembar
menjadi Rp 4.555. Target itu
ditetapkan dengan asumsi Rp
10.121 per dolar AS. Harga
tersebut setara dengan 15,3-14,2
kali price-to-earning ratio (PER)
inti 2007-2008 dan 5,2-4,8 EV/
EBITDA 2007-2008. (mdn)

TAHUN 2006
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Harga tembaga kembali naik
,  SINGAPURA: Harga tembaga di Shanghai
kembali naik, setelah produsen kabel dan kawat
China, negara konsumen logam terbesar dunia,
menaikkan pembelian komoditas itu.

“Kami tadinya berfikir harga logam itu akan terus turun
dan tenyata hari ini [kemarin] rebound, khususnya karena
dipengaruhi penurunan stok China,” kata Cai Luoyi, analis

‘ logam China International Futures (Shanghai) Co.

Harga tembaga untuk pengiriman Februari di Shanghai
Futures Exchange naik 1.190 yuan atau 1,9% menjadi
65.670 yuan (US$8.394) per ton. harga komoditas ini sem-
pat diperdagangkan pada level 64.920 yuan.

Persediaan tembaga yang diawasi bursa berjangka
Shanghai turun menjadi 22.731 ton untuk periode pekan
yang berakhir 1 Desember atau menyentuh posisi terendah
sejak 2 Juni 2005. (BLOOMBERG/ADN) :

Fao
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BPK Restui Dana APBN 2007

Untuk Korban Lapindo

JAKARTA (Suara Karya): Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) menganggap penggunaan dana APBN 2007 untuk
memperbaiki prasarana umum korban lumpur panas
Lapindo, sudah seharusnya dilaksanakan untuk
menanggulangi kerugian yang ditimbulkan.

“Jelas pakai dulu sementara ang-
garan negara, nanti dituntut ke tau-
ke-nya supaya nanti dibayar,” kata
Ketua BPK Anwar Nasution usai pem-
bukaan sosialisasi UU No.15/2006
tentang BPK di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan
Umum, Joko Kirmanto menyatakan,
pemerintah dan Komisi V DPR sepa-
kat untuk menggunakan dana APBN
2007 untuk menambah lajur di jalan
‘arteri Pordng 'yarg selama ini‘meng-

~gantikan jalan tol Porong-Gempol
yang tertutup lumpur panas.

DPU sendiri, katanya, telah me-
nyiapkan dana sebesar Rp 168,65 mi-
liar dari APBN 2007 dan 2008 untuk
kepentingan tersebut. Sedangkan pe-
nambahan lajur dari dua menjadi em-
pat lajur itu dilakukan pada jalan ar-
teri sepanjang 78 kilometer.

Anwar kemudian menyatakan, se-
harusnya yang juga’ ditanggung oleh
dana APBN prasarana umum yang le-
bih besar lagi seperti pipa gas yang
kemarin meledak, jalan kereta api,
instalasi listrik, dan lain sebagainya.

Sementara itu, keresahan warga

pemilik tanah dan bangunan korban
lumpur yang tidak bersertifikat sema-
kin tenang menyusul makin lentur-
nya persyaratan untuk mendapatkan
ganti rugi. Sebalumnya, ribuan warga
korban lumpur sempat resah karena
mayoritas tidak memiliki sertifikat se-
bagai bukti kepemilikan.

Menurut Jubir Timnas Pcnanggu—
langan Lumpur Rudi Novriyanto, war
ga bahkan berhak menerima ganti ru-

g depanfang bisa menunjikkan surat
pcthok D. Bahkan untuk data yang
sesuai dengan surat letter C juga diu-

ayakan bisa menerima ganti rugi.
“Dalam hal ini nantinya diperlukan
surat keterangan dari kepala desa
masing-masing untuk memperkuat
kepemilikan lahan,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, Timnas dan ITS
terus melakukan pendataan sekali-
gus verifikasi menyangkut kepemilik-
an, luas dan lokasi lahan. Diharap-
kan pendataan selesai April tahun de-
pan yang diikuti pencairan ganti rugi.

, Berdasarkan data yang ada, hak
ganti rugi yang mencapai Rp 2,5 juta
permeter persegi itu baru berlaku un-

tuk warga 4 desa seperti Kedungben-
do, Siring, Jatirejo, dan Renokenongo.
Di lokasi itu terdapat sekitar 15 ribu
rumah dan 70 hektar lahan yang
menjadi korban banjir lumpur.
Sementara, meski masih butuh
waktu agak lama, rencana penerima-
an uang ganti rugi direspon beragam
oleh masyarakat. Informasi yang di-
himpun Suara Karya di lapangan
meski banyak yang berencana menja-
dikan uang sisa pembelian rumahnya
kelak untuk tabungan, tidak sedikit
yang berencana menggunakan uang
ganti rugi itu untuk berhaji.
Sejumlah tokoh masyarakat di se-
jumlah desa itu bahkan khawatir,
uang ganti rugi itu justru akan memi-
cu polcrmk diinternal keluarga ma-
smg-mmsng warga korban lumpur.
"1 Salah'seorang tokoh Desa Jatirejo,
Sulaiman mengaku sudah melihat ge-
jala tidak sehat bila uang sudah diter-
ima penduduk. Dia mencontohkan
tentang rencana warga yang awalnya
hendak menghibahkan tanah untuk
kepentingan sosial belakangan mena-
rik kembali ucapannya. Ada juga war-
ga yang sudah berulangkali dihu-
bungi sanak kerabat dari luar kota,
yang sebelumnya tak perduli nasib
yang tengah menimpanya di Porong.
Di lain pihak sebanyak 4-5 unit
truk milik TNI dikerahkan untuk me-
mudahkan transportasi belajar meng-
ajar anak-anak korban lumpur yang
tinggal di pengungsian. (Andira/Antara)

e
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PGN Tutupi Target Divestasi 2006

Jakarta, Bisnis Harian

Kementrian BUMN berharap
dapat melakukan divestasi saham
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
(PGN) akhir tahun ini. Divestasi
diharapkan dapat menutup defisit
APBN 2006 dari sektor privatisasi
sebesar Rp 1 triliun.

Demikian dlungkapkan Mcn-
neg BUMN Sugiharto, di Jakar-

* privatisasi Rp 3 triliun.

yakni Rp 1 triliun. Pelepasan saham
PGN sebesar 5,31% scbelumnya telah
disetujui DPR. Tahun ini pemerintah
menargetkan pendapatan

Namun hingga akhir
November 2006 perolehan
masih jauh dari target.
Isu divestasi saham
PGN sudah sejak jauh-

dan PT Danareksa Sekuritas untuk
' menangani divestasi ini. .

Dirut Bursa Efek Jakarta (BEJ)
Erry Firmansyah me-
nambahkan, apabila nilai
divestasinya besar maka
BEJ perlu melakukan sus-
pensi saham PGN. “Kalau
nilainya 5% tentu saja
besar. Kami belum tahu

ta, kemarin. “Masih ada waktu jauh hart didengar inves- angka pastinya,” katanya,
tiga minggu lagi. Untuk menjual tor. Terlihat dari harga - ‘ Namun' begitu, me-
PGN kan gampang karena listed saham PGN yang menga- nurut Erry, bila nilainya
company (perusahaan terbuka). lami peningkatan, Bahkan . Sugiharto kecil atau hanya penem-
Sekarang masih dalam proses,” ujar hmgga penutupan perdagangan ke-  patan saham maka hal itu diserahkan

Sugiharto, di Jakarta, kemarin.
Hasil divestasi saham PGN, lanjut

dia, menjadi andalan menutup defisit

APBN 2006 dari sektor privatisasi

marin, saham PGN ditutup di level
Rp 11.250 naik Rp 450 dibanding
pembukaan. Pemerintah dikabarkan
menunjuk PT Bahana Securities

kepada mekanisme emiten tersebut. .

“Suspensi dilakukan agar harga
saham tidak dipermainkan pasar,
biasanya hanya satu hari.” @ 27C

*
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DPR Sorot Kinerja Timnas Lumpur Lapindo

[JAKARTA] Kalangan DPR, khususnya
Komisi VIII yang membidangi pertam-

- bangan memuji keputusan PT Lapindo

Brantas yang mau mengganti kerugian ma-
syarakat akibat semburan lumpur perusa-
haan tambang itu, sesuai tuntutan warga
di Porong, Sidoarjo. Namun, di sisi lain,

" DPR tetap menyorot kinerja tim nasional

(Timnas) Penanggulangan Lumpur Lapin-

. do yang dinilai lamban dan tidak bisa ber-

buat banyak.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Sutan
Bhatoegana di Jakarta, Selasa (5/12) me-
nyatakan, apa yang dilakukan PT Lapindo
dengan memenuhi tuntutan rakyat, sesuai
dengan harapan DPR. “Sejak awal kita ber-
juang agar.hak-hak rakyat jangan diabai-

kan, itu sudah bagus, karena rakyat sudah
bisa keluar dari satu masalah, meskipun
masalah lain akan tetap quncul,” ujar
Batoegana.

Wakil rakyat dari Fraksi Partai Demo-
krat (FPD) itu lebih lanjut mengatakan, de-
ngan disetujuinya harga tanah warga yang
diluberi lumpur tersebut, sekarang tinggal
pelaksanaannya. Soal Timnas Lumpur La-
pinde, Sutan Bhatugana menegaskan, ma-
kin besarnya dampak kerugian yang ditim-
bulkan bencana tersebut, tidak terlepas da-
ri kinerja Timnas. Dia juga menilai, Tim-
nas selama ini hanya sibuk mengurusi
lumpur, sementara dampak sosial ekonomi
dari luapan lumpur tidak ditangani oleh
tim tersebut. [M-15)
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Penanganan Lumpur
Panas Terhenti

13 Juta Meter Kubik Lumpur Belum Dapat Dibuang

SIDOARJO, KOMPAS — Sejumlah langkah untuk
menghentikan semburan lumpur panas di Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur, terhenti. Padahal, volume
semburan lumpur panas masih tetap tinggi. Selain itu,
sekitar 13 juta meter kubik lumpur yang mengendap di
kolam penampungan Juga belum berhasil dibuang.

Banyaknya lumpur yang
mengendap bisa menyebabkan
tanggul penahan lumpur jebol
karena terus mendapat tekanan
dari semburan lumpur. Apalagi
pada saat ini daerah di sekitar
- semburan lumpur sudah mulai
turun hujan. :

Berdasarkan pemantauan, Ra-
bu (6/12), hampir semua langkah
penanganan lumpur  terhenti,
mulai dari kegiatan di dua sumur
penyumbat (relief well) ‘di kanal

pembuang sampai di pompa pe-:

nyedot lumpur.

Di lokasi-lokasi tersebut, para
petugas hanya sekadar menjaga,
tetapi tidak mengoperasikan fasi-
litas pembuang lumpur tersebut.

Kétu'a" Tim/Nasional 'Pémng
gulangan Semburan Lumpur di
Sidoarjo. Basuki ' Hadimuljono
mengatakan, peralatan pembu-

, ang lumpur tidak bisa beroperasi

karena lumpur terlampau pekat,
bahkan mengerjng.

”Kami sudah. berupaya meng-
encerkan lumpur dengan me-
nyemprotkan air dari Sungm Po-
rong. Namun, debit air sungai
tidak memadai,” kata Basuki.

Lumpur yang terlampau pekat
dan mengering menyebabkan
upaya pembuangan lumpur me-
lalui kanal pembuang ke Sungai
Porong terhenti. Di kanal terse-
but lumpur mengering dengan
ketebalan sekitar 1-3 meter dan

panjang 150 meter. Upaya pem-
buangan lumpur dengan target
449.280 meter kubik per hari
melalui metode ini pun gagal di-

Metode lain, yakni mengope-
rasikan dua unit pompa pem-
buang lumpur yang sudah di-
siapkan di Desa Besuki, kini

pengoperasiannya pun terhenti

h ‘karena lokasinya terendam lum--

pur. Kedua unit pompa ini di-
rancang membuang langsung
lumpur dari kolam penampungan
ke Sungai Porong melalui pipa
sepanjang 1,5 kilometer.

.Basuki Hadimuljono menjelas-
kan bahwa kedua metode ter-
sebut baru berhasil membuang
lumpur ke Sungai Porong sekitar
1,5 juta meter kubik. Padahal,
volume lumpur di kolam penam-
pungan sekitar 13 juta meter ku-
bik.

Jika satu dump truck volume-
nya 10 meter kubik, jumlah lum-
pur yang mengendap ini setara
dengan 130.000 dump truck. Jika

‘masing-masing dump truck pan-

jangnya lima meter, maka pan-
jang keseluruhannya mencapai
sekitar 650.000 meter atau 650
kilometer.

Sumur penyumbat berhenti
Berkaitan dengan upaya meng-
hentikan semburan lumpur, se-
lama ini dloperasﬂcan dua sumur
penyumbat, masing-masing ber-
lokasi‘dx Desa Jatirejo dan Réno-

“kenongo di Kecamatan Parong.

Namun, sejak tanggal 22 Novem-
ber 2006, ketika lumpur meluber
ke jalan tol yang disertai ledakan
pipa gas Pertamina, pengopera-
sian sumur penyumbat tersebut
diputuskan untuk dihentikan.

Ketua Tim Supervisi Penghen-
tian Semburan Lumpur Rudi Ru-
biandini mengatakan, sumur pe-
nyumbat di Desa Jatirejo berhen-
ti karena sedang dalam tahap
penyemenan pipa selubung. Ada-
pun sumur penyumbat lainnya,
lokasinya masih terancam lum-
pur.

7}



”Di atas persoalan teknis, saya
menangkap kesan tidak ada upa-
ya serius menjalankan relxqf well,”
kata Rudi.

Sejumlah program penanggu--

langan bencana lumpur panas
terhenti di tengah jalan. Ini ter-
jadi, mxsalnya, pada penyemprot-
an cairan kimia TX-88 yang ber-

tujuan menguatkan tanggul ta-

nah penahan lumpur.

Berdasarkan pemantauan, di- -

temukan sejumlah tong plastik
TX-88 masih utuh tergeletak di
tanggul.

Begitu pun pemadatan tanggul
dengan menggunakan iron slack
atau kerak besi sekarang dihen-
- tikan karena tidak direkomenda-
sikan Kementerian Negara Ling-
kungan Hidup.

Bahan ini dinilai termasuk ba-
han beracun dan berbahaya (B3).
Hingga menjelang musim hujan,
tidak ada upaya - efektif untuk
membuang lumpur yang tertam-
pung di kolam-kolam penam-
pungan.

Selain lumpur belum berhasil

dibuang ke ,Sungai Porong, kini_

aliran lumpur: panas berubah
arah ke kawasan Perumahan

Tanggulangin Anggun Sejahtera
(TAS) 1. Perumahan yang terdiri
atas 4.000 rumah tersebut kini
sudah terendam lumpur panas
setinggi satu sampai dua meter
sehingga - ditinggalkan sekitar
5.678 jiwa penghuninya yang kini
mengungsi ke Pasar Baru Po-
rong.

Potensi jebol

Aliran lumpur deras ke pe-
rumahan ini terjadi karena jebol-
an tanggul di sisi jalan tol belum
dapat ditanggulangi akibat he-
batnya luberan lumpur: Lalu, de-
ngan terhentinya penanggulang-
an, maka beban tanggul akan se-
makin berat menahan. Ini pada
akhirnya berpotensi jebol tak ter-
kendali,

. Berkaitan dengan ledakan pipa
gas Pertamina di sekitar sembur-
an lumpur panas, Kepolisian Da-
erah Jawa Timur menetapkan
belum ditemukan tindak pidana
dalam kasus tersebut.

Keputusan ini diambil setelah
polisi melakukan olah tempat ke-
jadian perkara (TKP), memvisum
para korban ledakan, dan me-
minta keterangan dari para saksi
ledakan. Sejauh ini sudah 21
orang yang diperiksa, yaitu warga

pn

-b‘u....m..’z—

[ I

&‘"

yang berada di sekitar lokasi le-
dakan, para pengawas pipa, polisi,
korban, dan petugas dari Per-
tamina.

"Ini alamiah, tidak ada unsur
pidana, jadi baik Lapindo mau-
pun Pertamina tidak terkait da-
lam ledakan tersebut,” ujar Ko-
misaris Besar Widjaya Purbaya,
Kepala Bidang Hubungan Ma-
syarakat Kepolisian Daerah Jawa
Timur.

Widjaya Purbaya menambah-
kan, kalau sebuah kasus dika-
takan memiliki tindak pidana,
maka harus ada tersangka. Ada-
pun dalam kasus ledakan pipa gas
ini tidak ada satu tersangka pun
yang ditemukan oleh petugas ke-
polisian.

Setelah pipa gas Pertamina
meledak 22 November lalu, Ke-
polisian Daerah Jawa Timur yang
dibantu oleh jajaran kepolisian di
Sidoarjo melakukan penyelidikan
atas kasus tersebut.

Akibat meledaknya pipa itu, 13
orang meninggal dunia, dua
orang masih hilang, dan 14 lain-
nya luka-luka. Ledakan ini juga
menenggelamkan ruas tol Po-
rong-Gempol di Kilometer 38
akibat tanggul penahan lumpur
jebol. (LAS/ABS)

-v.’: 4
e o

Rty 7L L-m

il

0/

o : . e KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Relief Well | yang berada di sekitar pusat semburan lumpur sudah tidak berfungsi, Rabu (6/12) malam. Berdasarkan pemantauan, Rabu,
hampir semua langkah penanganan lumpur terhentl termasuk kegiatan di kanal pembuang dan di pompa penyedot lumpur.
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Timnas Lapindo

Sampaikan Klaim

Sebanyak 20 Perusahaan Ajukan Penggantian Rp 332 Miliar

SIDOARJO, (PR).-

Pengajuan klaim ganti rugi
terhadap 20 perusahaan kor-
ban luapan lumpur Lapindo
senilai Rp 332, miliar mulai di-
kerjakan Timnas Penanggu-
langan Semburan Lumpur di
Sidoarjo (PSLS) dengan mem-
buat surat pengajuan usulan

-Klaim 20 perusahaan itu kepa-
da Lapindo Brantas Inc. Peng-
ajuan klaim ini diharapkan
mendapatkan jawaban dari
Lapindo maksimal dalam wak-
tu satu bulan.

Demikian  dikemukakan
Unit Sosialisasi dan Kompen-
sasi Bidang Penanganan Sosi-
al Timnas PSLS, Vino Rudi
Muntiawan, saat menerima
perwakilan perusahaan yang
tergabung dalam Gabungan
Pengusaha Korban Luapan

: . Lumpur (GPKLL) di Kantor
S , R Pt ; " mcecorasaeapre  Bappekab  Sidoarjo, Rabu
SEORANG warga menunjukkan wilayah desanya yang tenggelam akibat luapan lumpur La-  (6/12).

pindo Brantas di Desa Jatirejo Porong Sidoarjo, Sabtu (2/12). Timnas Penanggulangan Sembur- Sebelum rhiengajukan surat
an Lumpur di Sidoarjo mulai mengerjakan pengajuan Rlaim ganti rugi terhadap 20 perusaha- usulan, pihaknya akan mela-
an korban luapan lumpur Lapindo senilai Rp 332 miliar.* kukan Klarifikasi proposal
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pengajuan klaim dari GPKLL,
kemudian akan dilanjutkan
dengan membuat surat usulan
dari Bupati Sidoarjo, selaku
Koordinator Penanganan Bi-
dang Sosial kepada pihak La-
pindo melalui Timas PSLS.
"Surat usulan yang akan ka-
mi sampaikan ke Lapindo ini,
minta petunjuk terlebih dahu-
lu kepada Pak Bupati. Dalam
surat usulan ini, jumlah klaim

kami akan menyesuaikan de-’

ngan proposal yang diajukan
oleh 20 perusahaan menjadi
korban luapan lumpur," ung-
kap Vino.

Tentang ajuan klaim disetu-
jui atau tidak, pihaknya meng-
aku hanya bisa mengusulkan
saja dan menyerahkan seluruh
kewenangan itu kepada pihak
Lapindo. "Apakah nanti dipe-

nuhi atau tidak, semua tergan--

tung dari verifikasi yang dila-
kukan Lapindo terhadap ma-
sing-masing perusahaan," tu-
turnya. . .

Mengenai deadline (tenggat

waktu) pengajuan klaim 20
pengusaha, Vino berharap,
agar dalam jangka satu bulan,
klaim tersebut” bisa segera
mendapatkan jawaban dari
Lapindo. .

Ketua GPKLL, Joko Abandi
Sapto menyatakan, dengan
adanya deadline itu, pihaknya
meminta agar Lapindo mela-
lui Timnas PSLS bisa membe-
rikan jawaban secepatnya, ka-
rena lewat ajuan itu bisa
memberikan kepastian: yang
jelas terkait dengan kelang-
sungan operasional perusaha-
an. "Satu bulan itu adalah
waktu yang masuk akal, kare-
na kami memaklumi bukan
urusan kami saja yang diurusi,
tapi juga ada urusan yang
lain," tuturnya.

. Sementara itu, Koordinator
Satlak Penanggulangan Benca-
na dan Pengungsi (Satlak PBP)
korban lumpur panas Lapindo
Surya Nirwansyah nyaris terti-
pu oknum yang mengaku staf
Mensos. (Ant)***

7?7




HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

® BISNIS INDONESIA
O INVESTOR DAILY
O KOMPAS

O KORAN TEMPO

O MEDIA INDONESIA
O PIKIRAN RAKYAT
O RAKYAT MERDEKA

O SEPUTAR INDONESIA
O SUARA PEMBARUAN
O SINAR HARAPAN

O TABLOID KONTAN

O THE JAKARTA POST
O MAJALAH GATRA

O MAJALAH TEMPO

O REPUBLIKA O MAJALAH TRUST
O SUARA KARYA o
KODE: O LISTRIK O MINERAL, BATU BARA O GEOLOGI
0O MIGAS DAN PANAS BUMI /E’UMUM
JAN FEB MAR APR MEI  JUN JUL AGST SEPT OKT NOV

123456891011 1213 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28,29 30 31 |
HALAMAN: R1 ‘

TAHUN 2006 |

dua pekan

Oleh RAHAYUNINGSIH & WisNu WIJAYA
) Bisnis Indonesia

JAKARTA: Menneg BUMN Sugi-
harto kemungkinan melego 5,31%
atau 185,8 juta saham PT Per-
usahaan Gas Negara Tbk (PGN)
dalam satu hingga dua pekan ke
depan setelah akhirnya berani me-
mutuskan pengatur penjualan
saham itu.

Satu eksekutif yang me-
ngetahui transaksi itu me-
ngatakan penjualan saham
itu dilaksanakan menunggu Per
harga PGN kembali naik sete- E@%
lah beberapa saat terkoreksi.

Kemarin, . ‘hdrga saham Sumber: PGN
PGN ditutup melonjak RpS50 dari penutupan
hari sebelumnya Rp10.800 per saham menjadi
Rp11.350. Harga tertinggi saham PGN di level
Rp13.600 pada penutupan 16 Agustus.

“Kemungkinan divestasi saham PGN dilaku-
kan setelah harganya kembali naik. Mungkin
dalam dua pekan ke depan,” tuturnya.

Sugiharto dalam suratnya No. S-570/MBU/
2006 tertanggal 30 November akhirnya berani
mengambil keputusan dengan menunjuk PT
Danareksa Sekuritas dan PT Bahana Securities
sebagai penjamin emisi penjualan saham PGN.-

Padahal, proses penetapan penjamin emisi
divestasi PGN sudah diambangkan sejak Okto-
ber tahun lalu setelah Tim Seleksi Kantor Men-
neg BUMN waktu itu menetapkan ‘Bahana Se-
curities dan Danareksa Sekuritas masing-ma-
sing di urutan pertama dan

Kinerja PGN per Seplember (Rp millar)
. N AN

‘Ketarangan

4. 975,47
2. Ub4 y\t’

1.565,36

396973
o

" kedua.

Saham PGN dilego

lagl

Ketika dikonfirmasi seputar
pelaksanaan divestasi itu, Su-
giharto tidak menjawab secara
gamblang. Dia mengatakan pri-

vatisasi saham PGN tetap dilak-

sanakan tahun ini dan difokus-
kan minimal pada upaya peme-
nuhan defisit Rp1 triliun.

“Yang penting kan setorannya
Rp1 triliun untuk menutup defi-
sit artinya hasil kotor dikurangi
penyertaan modal negara seku-
rang-kurangnya Rpl. triliun.
Jadi, tidak terlalu sulitkan.”

Dia menjelaskan meskipun
‘harga saham PGN saat ini tidak
setinggi beberapa waktu lalu,

" namun penjualan saham itu di-

yakini mampu menutupi keku-
rangan anggaran negara. .
Satu manajer investasi dari
sekuritas lokal mengatakan pe-
merintah telah kehilangan mo-
mentum kalau melego PGN saat
ini. Pasalnya, harga saham PGN
telah terkoreksi dalam dan be-
lum kembali ke posisi tertinggi.
“Jika bisa mendapatkan hasil
maksimum saat Rp13.600, ke-
napa pemerintah hanya ingin
mendapatkan Rpl triliun. Pa-
dahal, jika dijual pada Rp13.600
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per saham, pemerintah dapat memperoleh
uang segar Rp2,53 triliun,” katanya.

Indikasi penjualan

Namun, tuturnya, indikasi penjualan saham
PGN dalam waktu dekat sudah terlihat dari
lonjakan harga kemarin. “Sepertinya ada
upaya menarik harga saham PGN mendekati
level tertingginya.”

Sugiharto menambahkan penyertaan modal
negara (PMN) yang ditetapkan mencapai
Rp2,19 triliun bakal tdak terserap semua

dalam tahun ini sehingga pri-
vatisasi PGN akan lebih difo-
kuskan pada upaya penutup-
an defisit anggaran.

Dirut PT Bursa Efek Ja-
karta Erry Firmansyah me-
ngatakan sampai saat ini

belum mendapatkan informasi tentang waktu
privatisasi PGN.

“Jika memang dalam pelaksanaan privat-
sasi itu terjadi transaksi material dalam artian
dapat memengaruhi harga, maka PGN dapat
meminta kepada BEJ agar melakukan suspen-
si dan informasi itu dapat dimintakan sehari
sebelumnya,” tuturnya.

Suspensi saham, lanjut dia, bertujuan agar
mencegah terjadinya spekulasi harga di pasar,
permintaan itu sepenuhnya merupakan kewe-

Sugiharto mengatakan pada tahun depan
telah mengajukan 14 BUMN yang akan dipri-
vatisasi dan usulan tersebut akan dibahas
dalam Komite Privatisasi. (rahayuningsih@bisris.
co.id/wisnu.wijaya@bisnis.co.id)
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PENGANTAR:

Jangan Biarkan Rakyat Berjuang Sendirian’

berkomitmen memenuhi
tuntutan ganti rugi bagi
warga korban semburan lumpurdi
Sidoarjo. Warga pun bersujud
syukur. Selesaikah masalahnya?
Jawabnya, belum. Kasus sembur-
an lumpur itu masih menyimpan
masalah yang kompleks. -
Kasus semburan lumpur itu ma-
sih menyisakan dampak sosial,
ekonomi, hukum, dan pranata ke-
masyarakatan. Berlarutnya penye-
lesaian semburan lumpur telah

PT Lapindo Brantas Inc telah

memperluas dampak sosial dan
ekonomi. “Lapindo dan Tim Na-

sional (Timnas) penanggulangan
lumpur tidak akan mampu meng-

atasinya,” ujar Ali Subhan, peng--

amat sosial dari Universitas
Sidoarjo. ;

Benarkah PT Lapindo Brantas
Inc harus menanggung beban sen-
dirian dalam musibah di sumur
Banjarpanji-1, Porong, Sidoarjo?
Bukankah MedcoEnergi dan San-
tos juga ikut berpartisipasi dalam
Blok Brantas tersebut. Di Blok

Brantas, Lapindo memiliki- 50% -

saham, MedcoEnergi 32%, dan
Santos 18%. Bagaimana tanggung

jawab pemerintah? Hingga kini,
masalah itu masih menjadi ‘per- .

debatan. 3 .
Sebagai induk perusahaan [a-

pindo Brantas, PT Energi Mega,

Persada Tbk (EMP) telah mepya-
takan, Lapindo akan menjadi pe-
nanggung jawab utama. Tariggung
jawab itu baik terkait partisipasi
sahamnya (participating interest/
PI) yang mencapai 50% atau ka-

rena kelalaian dalam pengeboran.

. DiBlok Brantas, Lapindo memiliki
'50% saham, MedcoEnergi 32%,

dan Santos 18%.

“Berdasarkan perjanjian kerja
sama operasi (JOA,) Exhibit A
Artikel 2 paragraf 8, seluruh biaya
yang terjadi akan ditanggung oleh
seluruh partisipan, kecuali jika
Lapindo melakukan kelalaian,”
tulis EMP dalam laporan keuang-
an perseroan per Juni 2006.
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Dirut MedcoEnergi Hilmi Pani-
goro dan Government & PR Ma-
nager Santos Indonesia Drajat
Panjawi telah menyatakan, Medco
dan Santos akan ikut bertanggung
jawab, tapi hanya sebatas partisi-
pasi sahamnya. “Itu sesuai JOA
dan Undang-Undang Perseroan
Terbatas,” jelas Hilmi. -

Idealnya, menurut Hilmi, La-
pindo menanggung beban lebih
besar karena sebagai operator dan
punya hak yang lebih dari:peme-
gang saham lainnya. Lapindo se-
benarnya telah mengasuransikan
risiko pengeboran Banjarpanji-1 |
kepada asuransi Tugu Pratama
dengan nilai pertanggungan mak-
simum US$ 27,5 juta.

Medco memastikan tidak akan
lari dari tanggung jawab sesuai
porsi kepemilikan 32% Blok Bran-
tas. “Kami akan tunggu hasil hi-
tungan dari operator,” jelas Andi
Karamoy, sekretaris perusahaan
PT Medco Energi Tbk.

Per September, Medco telah
menyiapkan dana provisi sebesar
US$ 14 juta untuk kasus lumpur
panas di Banjarpanji. Diluar dana
insiden itu, Medco tetap memba-
yarkan bmya rutin (cash call) seld-
tar US$ 3-4 juta.

Sebagai pemilik terbesar saham
di Lapindo, Keluarga Bakrie me-
nyamian siap membayar berapa
pun kerugian yang muncul akibat
banjir lumpur panas. “Kami akan .
merealisasikan séemua keluhan- |
keluhan pengungsi, “ janji Nirwan
Bakrie.

Beban Lapindo

Berdasarkan perjanjian JOA,
Lapindo kemungkinan menang-
gung seluruh biaya ganti rugi ke-
pada warga, relokasi infrastruktur
jalan tol, jalan kereta api, trans-
misi, gardu listrik, dan pipa gas
Pertamina. Nilainya mencapai tri-
liunan rupiah. Hingga akhir 2006,
Lapindo diperkirakan mengeluar-
kan dana US$ 70 juta, belum ter-
masuk ganti rugi tanah, nan
warga, dan relokasi i

“Kejadian semburan lumpur dx
Porong adalah risiko bisnis yang
harus dibayar. Apakah Lapindo
melakukan kelalaian, hal itu yang
harus diteliti,” jelas Kurtubi, pe-
ngamat migas.

Pemerintah seharusnya juga
bertanggung jawab. Dirjen Migas
dan Badan Pelaksana Kegiatan
Hulu Minyak dan Gas (BP Migas)
bertugas mengawasi dan mengon-
trol operasi Blok Brantas. Sesuai
UU Migas No 21 Tahun 2002,

Dirjen Migas dan BP Migas seha-
rusnya melarang kegiatan Lapin-
do karena sangat dekat dengan
lokasi permukiman penduduk,
makam, dan jalan tol. “Karenaitu,
mulai pimpinan hingga kepala
divisi yang bertanggung jawab
harus diberikan sanksi. Mengenai
ganti rugi tetap tanggung jawab
pemilik saham Blok Brantas atau
Lapindo,” kata Kurtubi.

Kepala BP Migas Kardaya War-
nika menyatakan, berdasarkan
kontrak Brantas PSC dengan pe-
merintah, Lapindo harus me-

| nanggung sendiri seluruh ganti
‘rugi kepada masyarakat akibat
luapan lumpur panas, Pada pasal
5 ayat 4 poin 2 disebutkan, keru-
gian selama sumur belum berpro-
duksi ditanggung sepenuhnya
oleh kontraktor, yakni Lapindo.

Pemerintah menolak tfi,tuding
tidak bertanggung jawab. Peme-
rintah pusat sudah berusaha me-
ngatasi dan mengendalikan dam-
pak luapan lumpur. “Pemerintah
pusat dari awal langsung mem-
bentuk tiga tim penanganan lump-
ur dan berpartisipasi,” jelas Luluk
Sumiarso, dirjen migas DESDM.

Berbagai kalangan menilai, pe-

. merintah dan operator pertam-
bangan sama-sama bertanggung

| jawab. Kedua pihak wajib mene-'

| laah berbagai aspek sebelum me-

| mutuskan penambangan di dekat

i rumah penduduk dan persawah-

an. “Lapindo sudah sepantasnya

/ menanggung ganti rugi. Namun,

pemerintah juga ikut bertanggung

jawab karena mengeluarkan izin,”

jelas Frans Hendra Winata, prak-
tisi hukum.

Menurut Frans, setiap perusa-
haan pertambangan wajib menye-
jahterakan masyarakat sekitar.
“Perusahaan tidak boleh hanya
berpikir untung. Mereka harus
memikirkan tenaga kerja, kesela-
matan, , dan mata pen-
carian penduduk setempat,' jelas
Frans.

Merujuk UU PT, penanggung
jawab kasus itu adalah Lapindo.
Oleh karena itu, pihak kepolisian
menyidik direksi Lapindo. Sesuai

1 UU PT, direksi yang bertanggung
~ jawab atas operasional perusaha-
" an,” ujar Djoni Z Ishak, pengacara
. dari kantor Maqdir,Pieter & Ishak
Law Firm.
. Dalam kasus operasional, me-
nurut Djoni, pemegang saham ti-
dak bemdxiigung jawab. Sebab,
mereka tidak melakukan kegmtan
secara operasional. Namun, kasus
ini tidak bisa hanya mengacu UU
PT. “Masih banyak perundang-
undangan yang harus ditaati,”
jelas dia.

Sebagai pemegang saham, me-
reka bisa saja mengambil tindakan
likuidasi bila perusahaan itu tidak
layak-lagi bisa dipertahankan.

Jalan Buntu

Setelah berkomitmen untuk
memenuhi tuntutan warga, giliran
20 pengusaha yang menuntut
pertanggungjawaban Lapindo.
Para pengusaha korban lumpur
itu mendesak Lapindo memba-
yarkan ganti rugi dalam sebulan
ke depan. Sebab, mereka harus
menyelamatkan hidup para buruh
yang tak bisa bekerja lagi.

Dalam pertemuan di Kantor
Badan Perencanaan Pembangun-
an Kabupaten (Bappekab) Sidoar-
jo, Rabu (6/12), kedua pihak tidak
menemukan kesepakatan (dead-

.lock). Lapindo dan pengusaha

belum bisa memastikan nilai ganti
rugi, baik nilai tanah, bangunan,
dan kerugian lainnya.

Penanganan ganti rugi untuk
pengusaha berbeda dengan
warga. “Lapindo sudah menurun-
kan tim khusus untuk menghitung
kerugian masing-masing pengu-
saha,” jelas Yuniwati Teriyana, ex-
ternal relations Lapindo Brantas
Inc.

Yang pasti, berlarut-larutnya
penyelesaian penyumbatan sem-
buran lumpur Lapindo akan
memperluas dampak sosial dan
ekonomi. Tugas Timnas pun kian
berat. Mereka harus bekerja eks-
tra untuk meminimalkan beban
sosial dan ekonomi.

" “Kondisi ini tidak bisa diselesai-

kan secara sektoral tapi harus me-
libatkan semua pihak,” kata Ali
Subhan. -

Ali mengingatkan, masyarakat
saat ini sudah jenuh dengan pole-
mik mengenai siapa yang harus
mendanai kerusakan infrastruk-
tur. “Apa susahnya pemerintah

dan Lapindo membuat komitmen
itu. 'Pemerintah harus bertindak
cepat. Kalau tidak, masyarakat
akan menanggung beban sosial
yang semakin berat,” jelas dia.

Ali mengingatkan pemerintah
agar benar-benar memikirkan be-
ban sosial yang sudah dan mung-
kin terjadi. Pemerintah tidak se-
harusnya menyuruh warga me-
nuntut kepada Lapindo. “Peme-
rintah pusat mestinya yang me-
nuntut. Ini kan sepertinya warga
suruh ngurus dirinya sendiri,” te-
gas dia.

Kini, para pengusaha juga mulai
mengeluhkan sulitnya mencari
kredit. Sebab, perbankan tidak
percaya lagi dengan agunan me-
reka. “Kalau semuanya diserah-
kan ke pemerintah Sidoarjo dan
timnas jelas tidak akan mampu,
karena dampaknya sudah luas,”
kata Syaiful, seorang pengusaha di
Tanggulangin.

Yang pasti, musibah semburan
lumpur telah mengubah pranata
sosial masyarakat setempat.
“Meski mereka telah menerima
ganti rugi yang sesuai, relokasi
terpadu satu desa (bedol desa)
merupakan satu di antara kebi-
jakan yang tepat,” ujar Mustain,
pengamat sosial dari Universitas
Airlangga.

Pemerintah dan DPR telah me-
mastikan tidak akan menganggar-
kan dana APBN untuk menangani
kasus semburan lumpur Lapindo.
Untuk alokasi dana talangan,
pemerintah daerah harus menga-
jukan dana bencana kepada pe-
merintah pusat. KemudianBadan
Koordinasi Nasional dan menko
kesra mengajukan kepada men-
keu. “Setelah itu baru menkeu me-
ngajukan kepada Panitia Angga-
ran DPR,” ujar Mertkeu Sri Mul-
yani. (ros/lim/ari/mdn/hut/
rad/ep) -
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Pertemuan Pengusaha-

Lapindo Deadlock

SURABAYA- Pertemuan an-
tara pengusaha korban lumpur
dan Lapindo soal ganti rugi di
kantor Bappekab Sidoarjo Rabu
(6/12) tidak menemukan kesepa-
katan (deadlock).

Finorudin Muntiawan, Kepala Ba-
dan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten{Bappekab) Sidoarjo usai
pertemuan mengatakan desakan
membayar ganti rugi pada para
pengusaha itu karena pengusaha
perlu menyelamatkan nasib buruh
yang tidak bekerja akibat tempat
kerjanya tenggelam lumpur.

“Dalam waktu satu bulan ini,
minggu pertama digunakan untuk
verifikasi data yang diajukan
pengusaha untuk diganti rugi, dan
tiga minggu berikunya waktu
verifikasi yang dibutuhkan Lapin-
do,” katanya.

Sementara itu, Ketua Gabungan
Pengusaha Korban Lumpur Joko
Abandi Sapto mengatakan, waktu
satu bulan yang diberikan pada

- Lapindo dinilai sangat rasional.

“Karena sampai sekarang be-
lum ada angka pasti tentang be-
saran ganti rugi yang diajukan pe-
ngusaha, maka diharapkan pe-
ngusaha menilai dengan harga
yang wajar. Harga wajar itu bisa
disesuaikan Nilai Jual Obyek Pa-
jak dari masing-masing perusa-
haan yang terendam lumpur bu-

rgafa:kan harga pasar,” ka-

Di;" Mefgatakan, dalam perte-

pengusaha menawarkan

dua psi harga ganti rugi aset me-

dengan harga aset warga atau di-

sesuaikan proposa] yang diajukan
masing-masing

Menanggapi hal itu, plhak La-

pindo meminta waktu dua minggu -

untuk menentukan opsi apa yang
akan dipilih atau ada kemungki-
nan opsi baru akan disampaikan

pada para pengusaha.

External Relations Lapindo
Brantas Inc Yuniwati Teriyana
mengatakan, penanganan ganti
rugi untuk pengusaha berbeda de-
ngan warga.

Dari 20 perusahaan di Porong
yang kena dampak luberan lum-
pur panas total ganti rugi yang
diajukan sesuai proposal para pe-
ngusaha sekitar Rp 332 miliar.
Jumlah ini masih diluar uang un-
tuk gaji para karyawan atau buruh
dari masing-masing perusahaan.

Kajian Teknis

Terkait kasus lumpur Lapindo,
Ketua Asosiasi Perusahaan Mi-
nyak dan Gas Nasional (Aspermi-
gas) Effendi Siradjudin menilai
upaya penanggulangan yang dila-
kukan selama ini terkesan lam-
ban. Salah satu faktor penyebab-
nya adalah karena para ahli
sendiri masih berbeda pandangan
terutama dalam memahami pe-
nyebab semburan lumpur panas
tersebut.

"Kalau ahlinya saja belum satu
pandangan, patut dipertanyakan
apakah upaya penanggulangan
yang selama ini dilakukan sudah
sesuai dengan kondisi faktual,”
kata dia.

Saat ini, ada tiga hipotesis yang
berkembang mengenai penyebab
terjadinya luapan lumpur terse-
but. Pertama, akibat kesalahan
dalam proses pemboran (drilling
error).

Kedua, gempa di perut bumi
yang memicu pembentukan reka-
han baru, sehingga rekahan yang
sebelumnya kedap (imperme-
able) menjadi terbuka, dan men-
jadi tempat keluarnya lumpur.
Ketiga, terkait dengan keberadaan
gunung lumpur (mud volcano)
berusia ribuan tahun di bawah
lokasi pemboran. (ros/es)
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reeport Didesak tidak

Abaikan Lingkungan

Desakan itu
merupakan respons
pemegang saham atas :
kritik berbagai pihak
terhadap Freeport.

WASHINGTON — Sebuah

lembaga pengelola pensiun |

yang memiliki saham cukup
besar di Freeport-McMoRan
Copper and Gold Inc, mende-
sak perusahaan tambang itu
tidak mengabaikan lingkung-
an hidup di Papua. Lembaga
itu mengancam untuk mem-
pengaruhi pemegang saham
lain di perusahaan tersebut,
bila Freeport tetap abai de-
ngan persoalan lingkungan
hidup.

“Perusahaan pengelola dana
pensiun pekerja, guru serta
polisi di negeri Abang Sam
itu tercatat sebagai salah satu
pemegang saham di Freeport—
McMpRan. ‘Saat ini, perusa-
haan dana pensiun tersebut
menguasai sebanyak 544.458
lembar saham, senilai 29 juta
dolar'AS. i

Langkah lembaga tersebut
mengajak pemilik saham lain

di Freeport-McMoRan untuk.

menjaga kelestarian alam di

Papua diunigkapkan, seorang’

pengawas keuangan untuk
wilayah New York, William
Thompson. Thompson meng-
ungkapkan, desakan itu dila-
kukan pihaknya untuk me-
nanggapi banyaknya kritik
dan keluhan dari pemerintah
Indonesia dan kelompok akti-
vis hngkungan

hidup. -

adalah bahwa Freeport-
McMoRan telah mencemari
lingkungan hidup di Papua.

“Dokumen lingkungan hi-
dup Freeport-McMoRan
sangat kurang, sehingga perlu
diuji,” ujar Thompson dalam
pernyataan resmi yang disir-
kan kemarin (6/12). Thomp-
son mengatakan, sejak Free-
port-McMoRan mengeruk
keuntungan dari hasil eksplo-
rasinya di Indonesia, paling
tidak perusahaan itu harus
menjamin tambang tembaga
dan emas itu tidak merusak
lingkungan hidup.

Pihaknya juga menandas-
kan, Freeport-McMoRan juga
harus menjamin operasi pe-
nambangan yang dilakukan-
nya tak boleh mencemari su-
ngai yang merusak kesehatan
masyarakat di Tanah Papua.

Thompson,.yang mengatur.

dana pensiun di New York
City itu, mengajak para pe-
megang saham untuk mem-
bawa masalahitu dalam per-
temuan tahunan yang akan
digelar 2007 mendatang..

Dengan begitu, pihaknya
berharap Freeport-McMoRan
bisa meninjau ulang kebi-
jakannya dalam pelestarian
lingkungan hidup di Indone-
sia. Salah satu pemilik saham
itu meminta perisahaan tam-
bang raksasa itu dapat me-
meberi laporan kepada selu-
ruh pemegang saham terkait
kebijannya dalam menjaga
kelestarian lingkungan hidup
yang telah di lakukan di Pa-
pua dalam rapat umum pe-
megang saham September
2007.

Kalangan aktms hngkung—"

an hidup menuduh pihak

Freeport-McMoRan ‘telah
mencemari Taman Nasional
Lorenz. Tak hanya itu, para
pecinta lingkungan juga me-
nyatakan perusahaan tam-
bang itu telah mencemari
daerah di sekitar tambang
tembaga dalam operasinya di
Papua.

Juru Bicara Freeport-
McMoRan, Bill Collier, lang-
sung membantah tuduhan
yang dilontarkan kalangan
pecinta lingkungan hidup itu.
“Tuduhan itu tak benar sama
sekali,” ujar Collier. Pihaknya
menegaskan secara reguler
komisi audit eksternal dan in-
ternal telah memeriksa upaya
yang telah dilakukan Free-
port-McMoRan dalam men-
jaga kelestarian alam.

Tak hanya itu, Collier juga
menegaskan hasil audit terse-
but juga selalu dipublikasi-
kan. Collier mengatakan, pi-
haknya akan merespons usul-
an yang diajukan salah satu
pemegang sahamnya terkait
kebijakan pelestarian alam
dan lingkungan hidup di per-
tambangan Papua.

“Kami memiliki kebijakan
dan program manajemen soal
lingkungan hidup yang pro-
aktif dan kuat,” kilahnya. Pi-
haknya juga menyatakan te-
lah melakukan penelitian
yang cermat terkait masalah
kelestarian lingkungan hidup
di Papua.

Namun, Thompson tak me-
nutupi kemungkinan bahwa
Freeport telah mencemari ling-
kungan hidup di Papua. Ia
berharap agar masalah peles-
tarian lingkungan hidup men-
jadi perhatian perusahaan
tambang raksasa itu. m afp/hri
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ANTARA sedih dan senang,
itulah ungkapan yang pas
bagi sebagian warga korban
lumpur panas di Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim).
Sedih, karena terpaksa
berpisah dengan kerabat serta
meninggalkan kampung
halaman yang tenggelam
diterjang banjir lumpur sejak
enam bulan lalu. Senang,
sebab PT Lapindo Brantas Inc
akhirnya mengabulkan

seluruh tuntutan ganti rugi

yang diajukan 2.847 keluarga,

Serin (4/12). - —

Ganti rugi itu yakni,
Lapindo akan membayar
tanah pekarangan kepada
warga sebesar Rp1 juta per
meter persegi dan bangunan
rumah sebesar Rp1,5 juta
meter persegi, semua akan
dibayarkan paling lambat
September tahun depan.

Imam Syafii, 35, warga RT
06 RW 03 Kelurahan Siring,
Kecamatan Porong, Sidoarjo,
mengaku sangat berat
meninggalkan kampung
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GANTI RUGI

Penantian yang masih Panjang

halaman yang sudah puluhan
tahun didiaminya. Namun semua
itu dapat terobati, sebab bapak
satu anak itu bakal mengantongi
uang sebesar Rp462,5 juta sebagai
dana kompensasi rumah serta
tanahnya seluas 185 meter persegi
yang diterjang banjir lumpur,
“’Belum ada rericana dengan

* Uang itu. Semuanya harys dibagi

dengan tiga adik sayd karena
rumah dan tanah tersebut warisan
orang tua,” kata Safii.

Tetapi yang jelas, mantan
pekerja perusahaan kontraktor itu
mengaku sudah tidak nyaman
tinggal di rumah kontrakan di
Perumahan Tanggulangin
Anggun Sejahtera II Blok R8 No
15, Tanggulangin, Sidoarjo.
Apalagi setiap hari dia harus
mengantar-jemput anaknya yang
sekolah jauh dari kontrakan.

Memang, bagi sebagian korban

lumpur, hidup di kontrakan
seakan memutus hubungan
kedekatan dengan warga lain
yan? dulu hidt:f bertetangga.
Setelah keluar dari pengungsian
di Pasar Baru Porong, para warga
ini akhirnya hidup berpencar
mencari kontrakan rumah sendiri
yang dibiayai Lapindo.

Di rumah kontrakannya Safii

. hanya mengandalkan uang

bantuan yang diberikan Lapindo.
Sejak tiga bulan lalu Safii sudah
tidak lagi bekerja, begitu pula
istrinya yang sudah tidak lagi
bertugas sebagai anggota satuan
pengaman (satpam) di sebuah
rumah makan di Kota Sidoarjo
karena mengurus keluarga yang
harus mengungsi, “Dulu waktu
saya bekerja, penghasilan saya
sekitar Rp1,5 juta per bulan
ditambah gaji istri saya Rp700
ribu,” paparnya.

3

Safii berharap uang dari
Lapindo segera direalisasikan.
Selain untuk biaya pindah dari
rumah kontrakan, uang tersebut
akan dipergunakan untuk

menutupi biaya hidup sehari-hari.

Bukan cuma Safii, Khozin, 50,
warga RT 5 RW 2 Desa Jatirejo,
Kecamatan Porong, mengaku
senang bercampur sedih setelah
Lapindo mengabulkan
permintaan warga.

Khozin, buruh tani, belum tahu
apa yang harus dilakukannya.
Pekerjaannya sebagai penggarap
sawah warga sudah tidak bisa
dilakukannya lagi, sebab lahan
persawahan di daerahnya rata
dengan genangan lumpur.

Sekarang Khozin yang tinggal
di rumah mertuanya di atas tanah
seluas 125 meter persegi bakal
mengantongi uang Rp297,5 juta.
“Tetapi itu semua milik mertua
saya. Saya sendiri cuma ikut
senang kalau itu nanti benar-
benar dibayar Lapindo,” kata
Khozin.

Safii, Khozin, serta warga
lainnya, ternyata masih larut
dengan dua perasaan senang
dan sedih. Namun
persoalannya, sebagian
mereka masih ragu apakah
dana kompensasi yang
dijanjikan PT Lapindo Brantas
Inc sebesar Rp1,75 triliun
betul-betul terealisasi.

Saat ini ada sekitar 204 unit
rumah dan tanah warga
Kelurahan Siring, Porong,
yang harus diganti. Termasuk
488 unit di Desa
Renokenongo, Porong,
Kelurahan Jatirejo, Porong,

825 unit, dan Desa
Kedungbendo, Kecamatan
Tanggulangin, 597 unit.
Sedangkan total luas tanah di
empat desa yang diganti
yakni 70 hektare. Sebuah
penantian yang masih
panjang. ® Heri Susetyo/
Faishol Taselan/N-3



HUBUNGAN MASYARAKAT
‘ ' DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

O BISNIS INDONESIA
O INVESTOR DAILY
O KOMPAS

O KORAN TEMPO

O MEDIA INDONESIA
O PIKIRAN RAKYAT
O RAKYAT MERDEKA
O REPUBLIKA

O SEPUTAR INDONESIA
O SUARA PEMBARUAN
O SINAR HARAPAN

O TABLOID KONTAN

® THE JAKARTA POST
O MAJALAH GATRA

O MAJALAH TEMPO

O MAJALAH TRUST

B [ a— =

O SUARA KARYA 0)
KODE: [ LISTRIK 0O MINERAL, BATU BARA 0O GEOLOGI
0O MIGAS DAN PANAS BUMI N‘UMUM
JAN FEB MAR APR MEI  JUN JUL AGST SEPT OKT NOV
123456 @8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 .29 30 3l
HALAMAN: 7 TAHUN 2006

Miner told to clean up act in Papua

Agence France-Presse
Washington

big U.S. public pension

fund announced plans

Tuesday for a share-
holder drive to press mining
giant Freeport-McMoRan
Copper and Gold Inc. to
improve environmental prac-
tices at a vast mine in
Indonesia.

The move announced by
New York City Comptroller
William Thompson came in the
wake of criticism from the
Indonesian government and
environmental groups claim-
ing that Freeport-McMoRan
has violated environmental
standards at its vast gold and
copper mine in Indonesia's
Papua province.

“Freeport-McMoRan's poor
environmental record needs to

be examined,” Thompson said
in a statement.

“Since Freeport-McMoRan
profits from its operations
in Indonesia, the least the
company can do is ensure that
it is not causing environmen-
tal damage to the rivers
and in any way harming
the people of Indonesia,”
Thompson said.

Thompson oversees New
York City's pension funds
which are calling on the com-
pany’s shareholders to urge
Freeport-McMoRan at its
annual general meeting next
year to review its environmen-
tal policies in Indonesia.

Freeport-McMoRan spokes-
man Bill Collier said the com-
pany regularly commissions
internal and external audits of
its environmental practices
which it has released publicly.

“We're reviewing their
shareholder proposal and we'll
respond to it in due course, but
I certainly dispute the charac-
terization of our operations.
We have very strong
and proactive environmental
policies and environmental
management programs,” Col-
lier said.

“We get a lot of scrutiny and
a lot of it is self-imposed,” Col-
lier said.

The pension funds, which
group retirement systems for
city workers, teachers and
police among other others,
control 544,458 Freeport-
McMoRan shares  worth
around US$29 million.

They want the mining
behemoth to report back to
shareholders on the environ-
mental concerns by September
2007.

Environmental campaign-
ers have accused Freeport-
McMoRan of polluting the
World Heritage-listed Lorenz

National Park and have
also claimed - that it has
dumped copper-rich  ore

around the edge of its Papua
mining operations.

Collier said such claims
were not accurate.

“Freeport-McMoRan may
be adversely affecting Indone-
sia’s environment, the Funds’
long-term share value, as well
as its societal license to oper-
ate in Indonesia,” Thompson
added.

Freeport-McMoRan's annu-
al general meeting usually
occurs in May, but it might be
delayed in 2007 due to the
company'’s $25.9-billion bid to
acquire U.S.- rival Phelps
Dodge.
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Energi Cabut
dari Bursa?

SEJAK bencana lumpur Lapindo
merebak, tingkah laku PT {ner i
Mega Persada Tbk selalu menjadi
bahan gunjingan. Yang terbary,
Earc analis dan pelaku pasar tak

abishabisnya membahas pemba-
talan penjualan PT Lapindo Brantas
- anak perusahaan Energi - kepa-
da Freehold Limited. Seorang anc-
lis bervjar bahwa pembatalan ity
memicu ‘niat manajemen emiten
bersimbol ENRG ini untuk mundur
(delisting) dari Bursa Efek Jakarta
(BEJ) dan menjadi perusahaan ter-
tutup (go private).

Rumor hot ini mendapat tang-
go n beragam dari para pemain
i bursa saham. Ada yang bilon
bahwa langkah delisting itu sudog
tepat. “Bagus bagi Energi untuk
melakukan restrukturisasi,” ujar se-
orang analis sebuah perusahaan
sekuritas. la bilang, jika sudah fi-
dak menjadi perusahaan terbuka,
Energi bisa terlepas dari sorotan
mata pihak-pihak yang selama ini
memelotinya; entah itu investor
publik atau Badan Pengawas Pa-
sar Modal (Bapepam). “Nah, sete-
loh beres di dalam, baru Energi bi-
sa go public lagi, tapi kemungkin-
an memakai nama anak perusaho-

an,” imbuh si analis.

Tapi, menurut analis yang lain,
langkah Energi untuk Efaprivato ti-
dak semudah membalikkan tangan.
"Emangnya gampang keluar bur-
sa?” vjar seorang analis sekuritas
asing; sambil memberi contoh ko-
sus serupa yang dihadapi Sari Hu-
sada dan beberapa emiten lain.

Ketika dikonfirmasi, pihak Ener-
gi tidak mau berkomentar perihal
info panas ini. “Saya no comment.
Lebih baik ditanyakan kepada pi-
hak manajemen langsung,” vjar
Rennier A.R. Latief, Komisaris PT
Energi Mega Persada Tbk. Sa-
yang, sampai tulisan ini dibuat,
san singkat dan e-mail KONTAN

ang gitu'ukan kepada Herwin
Lidoyot, akil Presiden Pasar
Modal Energi Mega Persada, ti-
dak mendapat tanggapan.
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Sugiharto: Saham

PGNGampang Dijual

JAKARTA (SINDO) - Meneg
BUMN Sugiharto mengakui, pe-
merintah mengutamakan hasil
divestasi saham PT Perusahaan
GasNegaraTbk (PGN) untukme-
* nutup defisit APBN 2006 dari sek-
tor privatisasi sebesar Rp 1 triliun.
Sugiharto optimistis saham
PGN terjual laris manis. "Masih
ada waktu tiga pekan lagi, seka-
rang sedang dalam proses. Un-

Sayangnya, Sugiharto belum
bersedia menanggapi apakah
target privatisasi sebesar Rp3
triliun dapat tercapai atau tidak.
Karena, hal tersebut menurut
dia sangat spekulatif.

Sementara itu, penawaran
saham kedua (secondary offering)
PGN telah disetujui DPR sebesar
5,31%. Jumlah tersebut setara
dengan 185,8 jutalembar saham

tuk menjual kan gampang, ini * yangakan dilepas padabulan ini.
kan listed company,” kata dia di Jika-memakai asumsi harga
Jakarta, kemarin. saham PGN pada penutupan per-

Tahun ini pemerintah me-nar-

getkan pendapatan privatisasi se-'

besar Rp 3,1 triliun. Divestasi sa-
ham yang sudah dilakukan tahun
iniantaralain BIl dan Bank Lippo.

dagangan kemarin di level Rp
11.350, hasil yang dari pelepasan
5,31% saham perusahaan pelat

‘merah itu sebesar Rp2,1 triliun.

(CR10)
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Perusahaan Korban
Lumpur Tuntut Ganti Rugi

Nilai ganti rugi
diminta sama
dengan warga.

SIDOARJO — Sebanyak 20 perusa-
haan yang menjadi korban sem-
buran lumpur menuntut ganti
rugi kepada Lapindo Brantas
Inc: Mereka meminta nilai ganti
rugi tanah dan bangunan pabrik
sama dengan ganti rugi yang di-
berikan kepada warga. Ganti ru-
- gitanah senilai Rp'1 juta per me-
ter persegi dan bangunan senilai
Rp 1,5 juta per meter persegi.

“Prinsipnya, bangunan per-
usahaan kami sama dengan pe-
rumahan warga,” kata Wakil
Ketua Gabungan Pengusaha
Korban Lumpur Sugeh Rito-
ngan di Sidoarjo kemarin. Selain
itu, mereka menuntut ganti rugi
seluruh isi pabrik, seperti mesin
produksi, bahan produksi, gaji
buruh, dan kerugian lain akibat
terhentinya produksi.

General Manager PT Catur

Putra Surya ini mengatakan La-
pindo bisa saja mengabaikan
tuntutan ini jika proposal klaim
kerugian yang sudah mereka ki-
rim sebelumnya dibayarkan
sampai. akhir Desember ini. To-
tal klaim kerugian yang diaju-
kan mencapai Rp 332 miliar.

“Sedangkan yang lainnya bisa

menyusul,” kata Sugeh.
Menanggapi tuntutan ini, Vice
President Lapindo Brantas Inc.
Yuniwati Teryana mengatakan
ganti rugi bagi perusahaan tidak
akan sama dengan ganti rugi un-
tuk warga. Sebab, kasusnya ber-
beda dan skala perusahaan yang
menjadi korban juga berbeda.

“Jadi ganti ruginya juga harus

berbeda,” kata Yuniwati seusai
pex‘temuan dengan 20 pengusaha

Kuasa hukum Lapindo Bran-
tas Inc., Fauzi Jurnalis, juga ti-
dak sepgkat dengan penyamaan

+ harga tanah dan bangunan ter-

sebut. “Angka itu tidak akan
pernah disamakan,” katanya. Ji-

ka Lapindo memenuhi tuntutan

tersebut, tentu saja dana yang

harus dikeluarkan akan mem-
bengkak.

Fauzi mengaku heran para
pengusaha itu meminta ganti ru-
gi seperti yang diterima warga.
“Kalau warga, saya kira bisa di-
maklumi,” katanya. Apalagi,
menurut dia, sebagian besar
pengusaha itu sudah mengirim
klaim kerugian tanah dan ba-
ngunan sebelumnya. Kenaikan
harga tanah yang diklaim bela-
kangan dia nilai tidak wajar.
“Apa sedahsyat itu inflasi harga
tanah?” ujarnya.

Sebelum membayar ganti rugi
tersebut, Lapindo Brantas akan
menyampaikan tuntutan para
pengusaha ini kepada Tim Na-
sional Penanggulangan Sembur-
an Lumpur lebih dulu. Kemudi-
an tuntutan ini akan dilanjutkan
kepada Bupati Sidoarjo untuk
disampaikan kembali kepada
Lapindo guna pengecekan ulang.

© ROHMAN TAUFIK
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uman Error?

Upaya memastikan apakah semburan lumpur Lapindo bencana alam

Setelah terkatung-katung se-
lama setengah tahun [lebih,
pertanyaan awal seputar
semburan Ium%:r Lapindo me-
nyeruak kembali. Siapakah
yang usungg:hnya bersalah
dan harus bertanggung fa-
wab? Sayangnya, sejauh ini
belum ada petunjuk untuk
menjawabnya.

Margo Raharja

etika semburan lumpur pa-
nas Lapindo mulai muncrat
wal Juni silam, khalayak
langsung bertanya-tanya: siapa
yang bersalah? Sempat muncul po-
lemik soal penyebab semburan
lumpur setelah surat Medco Energy
yang menyatakan Lapindo tidak
memasang casing, bocor ke publik.
Namun, semenjak itu, tetap saja ja-
waban untuk pertanyaan siapa
yang salah masih kabur.

Untuk sementara, seluruh pihak
yang tersangkut perkara ini seolah
sepakat untuk menyanyikan pen-
tingnya penanggulangan dampak
semburan, ketimbang mencari ja-
wab atas pertanyaan siapa yang
bersalah. Ini jelas lebih penting.
Makanya tim-tim teknis bentukan
pemerintah maupun Lapindo juga
berkonsentrasi mencari cara meng-
atasi semburan ketimbang me-
nyelidiki penyebabnya. Begitu pula
ketika pemerintah menerbitkan Ke-
putusan Presiden Nomor 13 Tahun
2006, Tim Nasional yang terbentuk
menitikberatkan penanggulangan
dampak semburan, baik kepada

kalau semburan lumpur Lapindo
memang bencana alam. Sayang-
nya, untuk menetapkan hal itu, be-
lum ada dasar jelas yang bisa dija-
dikan rujukan.

Harapan pembuktian pada
relief well

Di jalur hukum, saat ini Polda Ja-
wa Timur ma.fsih membenahi berita

« Ml VA

buran, relief well bisa membukti-
kan apakah semburan lumpur be-
nar-benar berasal dari sumur Ban-
jar Panji 1 yang dibor Lapindo atau
bukan. "Ini begitu penting karena
menyangkut siapa yang bertang-
gung jawab,” katanya Rudy.
Celakanya, pemasangan relief
well tengah mengalami masalah
besar, yaitu soal biaya. Sejumlah
kontrak pekerjaan teknis belum di-
bayar Lapindo, termasuk upah un-

Pemerintah .mendlaﬁgi dqlu.
i ] 3

pindo yang bersalah, ya pemerintah
tinggal menagih. Kalau tidak be-
gitu, pengeboran dengan relief well
yang begitu penting bisa gagal kem-
bali. Padahal, kalau itu terjadi, ba-
rang bukti kasus Lapindo ini bisa
ikut tenggelam di bawah lumpur

Timnas ibarat macan tak
bertaring

Renar nemerintah sudah menge-

9%




itu. Dia mengaku pernah diminta
untuk bisa membantu menjelaskan
kepada masyarakat soal ini. "Inti-
nya, bahwa problemnya ini bukan
human error,” kata Abdul. Berhu-
bung Lapindo tidak mau memberi-
kan semua data seismic yang ia
perlukan, Ketua Himpunan Ahli
Geologi Indonesia (HAGI) ini dia
tak mau membuat pernyataan. .
Begitu juga dengan Sony Keraf,
anggota Komisi VII' dari Fraksi

hidup ini juga curiga ada upaya-
upaya serupa. "Bukan hanya itu,
saya bahkan melihat penjelasan
ESDM dan BPMIGAS seolah sera-
gam dan memberi kesan adanya
upaya untuk memanipulir data,”
katanya.

Walau terus mengeluarkan ong-
kos, sejatinya Lapindo sendiri ya-
kin mereka tidak bersalah. Bam-
bang Istadi, Manajer Eksplorasi La-
pindo, memang tetap teguh ber-
anggapan tak ada hubungan antara
tidak dipasangnya casing dengan
semburan lumpur panas yang ter-

jadi. "Kalau orang menganggap ca- |
sing-nya tak kuat, bocomya mesti- |

nya di dalam sumur. Ini kan tidak
dari sumur,” katanya. Menurut dia
semburan lumpur berada pada ja-
rak dua kali lapangan bola dari
Sumur Banjar 1.

Jadi, siapa yang salah? Lagi-lagi
belum ada jawabannya. Q

langsung bertanya-tanya: siapa
yang bersalah? Sempat muncul po-
lemik soal penyebab semburan
lumpur setelah surat Medco Energy
yang menyatakan Lapindo tidak
memasang casing, bocor ke publik.
Namun, semenjak itu, tetap saja ja-
waban untuk pertanyaan siapa
yang salah masih kabur.

Untuk sementara, seluruh pihak
yang tersangkut perkara ini seolah

. sepakat untuk menyanyikan pen-

PDIP. Mantan menteri Lingkungan ; tingnya penanggulangan dampak

semburan, ketimbang mencari ja-
wab atas pertanyaan siapa yang
bersalah. Ini jelas lebih penting.
Makanya tim-tim teknis bentukan
pemerintah maupun Lapindo juga
berkonsentrasi mencari cara meng-
atasi semburan ketimbang me-
nyelidiki penyebabnya. Begitu pula
ketika pemerintah menerbitkan Ke-
putusan Presiden Nomor 13 Tahun
2006, Tim Nasional yang terbentuk
menitikberatkan penanggulangan
dampak semburan, baik kepada
manusia maupun lingkungan.

Ada sekelumit penyelidikan soal
mencari biang kesalahan. Adalah
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa
Timur yang melaksanakannya. Na-
mun, walau sudah berbulan-bulan,
hasil penyidikan polisi tak kunjung
terang. Pendek kata, hingga saat
ini belum ada jawaban atas perta-
nyaan: siapa penyebab semburan
lumpur Lapindo? ’

Apa boleh buat, kini, pemerintah
memang harus segera mencari ja-
waban atas pertanyaan itu. Seruan
sebagian anggota Komisi VII DPR
agar pemerintah menalangi dulu
dana untuk penanggulangan sem-
buran lumpur sudah mendapat
tanggapan jelas dari Menteri Keu-
angan Sri Mulyani. Sejauh ini pe-
merintah belum menganggarkan
dana talangan untuk keperluan itu,
baik dalam APBN 2006 maupun
APBN 2007. "Selama ini seluruh
anggaran untuk menangani berba-
gai bencana ada di Badan Koordi-
nasi Penanggulangan Bencana dan
Menko Kesejahteraan Rakyat. Kua-
lifikasi penggunaan dana penang-
gulangan bencana sudah diatur di
kedua instansi itu,” katanya, pekan
lalu.

Mesti tak terucap, kita bisa me-
nyimpulkan bahwa negara bisa sa-
ja mengalokasikan dana talangan

kalau semburan lumpur Lapindo
memang bencana alam. Sayang-
nya, untuk menetapkan hal itu, be-
lum ada dasar jelas yang bisa dija-
dikan rujukan.

Harapan pembuktian pada
relief well

Di jalur hukum, saat ini Polda Ja-
wa Timur masih membenahi berita
acara pemeriksaan. Maklum, Ke-
jaksaan Tinggi Jawa Timur meng-
anggapnya belum sempurna. Penyi-
dik masih berusaha mengorek ke-
terangan dari para tersangka, para
pekerja maupun petinggi Lapindo,
termasuk Imam P. Agustino, Ge-
neral Manager Lapindo Brantas.

Taruh kata, kerja polisi beres,
masih butuh waktu lama untuk
mencari jawaban apakah sembur-
an lumpur akibat bencana alam
atau kesalahan manusia. Hakim
pengadilan yang berhak untuk me-
netapkannya. Kalau hakim memu-
tuskan semburan merupakan kesa-
lahan manusia, bisa jadi proses hu-
kum lanjutan masih akan panjang.
Intinya, masih berat bagi kita un-
tuk menggunakan hasil proses hu-
kum dalam menyimpulkan apakah
semburan lumpur Lapindo benca-
na alam atau tidak.

Harapan lain ada pada upaya pe-
masangan relief well. Pada awal
kasus ini, berbagai upaya penghen-
tian semburan sekaligus bertujuan
mencari sebab-musababnya. Bela-
kangan, tak banyak lagi yang ingat
hal itu. Padahal, menurut Rudy Ru-
biandini, konsultan dari [TB yang
ikut mendesain pengeboran de-
ngan relief well, upaya ii bisa
menghasilkan dua hal penting se-
kaligus. Selain menghentikan sem-

‘9%



buran, relief well bisa membukti-
kan apakah semburan lumpur be-
nar-benar berasal dari sumur Ban-
jar Panji 1 yang dibor Lapindo atau
bukan. "Ini begitu penting karena
menyangkut siapa yang bertang-
gung jawab,” katanya Rudy.
Celakanya, pemasangan relief
well tengah mengalami masalah
besar, yaitu soal biaya. Sejumlah
kontrak pekerjaan teknis belum di-
bayar Lapindo, termasuk upah un-

...Pemerintah
yang memegang
urusan duit dulu.

Kalau nanti
terbukti Lapindo
yang bersalah,
ya pemerintah

tinggal
menagih...

tuk tenaga kerja. Begitu juga de-
ngan pengadaan landasan karet
serta pasir untuk membangun gun-
dukan. Para pemasoknya ogah me-
nyerahkan barang karena belum
ada kepastian dana pembayaran.
"Sesungguhnya masalahnya bukan
hanya di dalam perut bumi, tapi ju-
ga di permukaannya,” kata Rudy.
Itu sebabnya Rudy usul agar pe-
merintah yang memegang urusan
duit dulu. Kalau nanti terbukti La-

pindo yang bersalah, ya pemerintah
tinggal menagih. Kalau tidak be-
gitu, pengeboran dengan relief well
yang begitu penting bisa gagal kem-
bali. Padahal, kalau itu terjadi, ba-
rang bukti kasus Lapindo ini bisa
ikut tenggelam di bawah lumpur.

Timnas ibarat macan tak
bertaring

Benar pemerintah sudah menge-
luarkan keppres untuk memben-
tuk Tim Nasional. Namun, tim ini
ibarat macan tanpa taring karena
kewenangan mengelola dana pe-
nanggulangan tetap ada di tangan
Lapindo. Buktinya, untuk kebutuh-
an di lapangan saat ini, Lapindo ha-
nya menggelontorkan dana sebe-
sar US$ 1 juta padahal kebutuhan
bisa mencapai US$ 7 juta per ming-
gu. "Ini ada orang yang kemungkin-
an bersalah, tapi masih diberi tugas
melakukan pekerjaan yang sama di
tempat yang sama. Bisa saja ada
barang bukti yang dihilangkan,” ce-
letuk Rudy.

Berbagai tudingan miring yang
mengarah kepada Lapindo ‘me-
mang menyeruak kembali. Tak se-
dikit pihak yang beranggapan bah-
wa Lapindo sedang berupaya
membentuk opini dan berusaha
meyakinkan masyarakat bahwa ge-
jala yang terjadi di Sidoarjo ini ge-
jala alam, tidak terkait dengan ke-
giatan bisnis mereka. Penerbitan
rutin dari Timnas bertajuk LUSI be-
lakangan ini cenderung mengeks-
pos berbagai gejala alam yang mi-
rip, baik di Jawa Timur maupun di
daerah-daerah lain.

Abdul Mutalib, ahli geologi fisika
lulusan ITB, juga melihat adanya
upaya pembentukan opini seperti

ESDM dan BPMIGAS seolah sera-
gam dan memberi kesan adanya
upaya untuk memanipulir data,”
katanya.

Walau terus mengeluarkan ong-
kos, sejatinya Lapindo sendiri ya-
kin mereka tidak bersalah. Bam-
bang Istadi, Manajer Eksplorasi La-
pindo, memang tetap teguh ber-
anggapan tak ada hubungan antara
tidak dipasangnya casing dengan
semburan lumpur panas yang ter-
jadi. "Kalau orang menganggap ca-
sing-nya tak kuat, bocornya mesti-
nya di dalam sumur. Ini kan tidak
dari sumur,” katanya. Menurut dia
semburan lumpur berada pada ja-
rak dua kali lapangan bola dari
Sumur Banjar 1.

Jadi, siapa yang salah? Lagi-lagi
belum ada jawabannya.
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Dandan

enggak, ya?

Mengantisipasi window dressing di bursa saham

Akhir tahun ini para manajer
investasi mungfi: tak akan
mendandani portofolio inves-
tasinya (window dressing).
Tapi, masth ada kemungkinan
bahwa aksi berdandan di pe-
nguiung‘ tahun akan dilaku-
kan oleh emitennya sendiri.

Djumyati Partawidjaja,
Yuwono Triatmodjo

enjelang akhir tahun, de-
I\/I ngan berbagai cara, para
manajer investasi biasanya
akan berusaha mengerek harga sa-
ham-saham yang ada di dalam ke-
ranjang investasinya, Tujuan mere-
ka, tentu saja, adalah agar kinerja
portofolio investasi mereka terlihat
cantik, dan investor yang menjadi
kliennya pun puas. Karena itulah,
langkah berdandan ini biasa dise-
but sebagai aksi window dressing.
Sayang, untuk tahun ini para ana-
lis di pasar modal tak terlalu yakin
bahwa para pemutar uang itu masih
mau mendandani harga saham yang
ada di dalam portofolionya. Para
analis yang dihubungi KONTAN
memberikan komentar senada:
"Buat apa lagi? Dengan IHSG yang
sudah naik tinggi seperti sekarang,
kinerja mereka kan sudah bagus,”
kata Harry Kurniawan, analis PT
Bapindo Bumi Sekuritas. Harry
bilang, jika melakukan window
dressing, artinya para manajer
investasi itu harus mengeluarkan
biaya tambahan yang tak perlu.

Tapi, jangan lupa; selain dilaku-
kan oleh manajer investasi, tak
jarang aksi window dressing itu
juga dilakukan emitennya sendiri.
Meskipun sering tak mau terang-
terangan, pada dasarnya manaje-
men perusahaan-perusahaan yang
mejeng di bursa ingin menjaga
harga sahamnya. Apalagi kalau ada
kondisi tertentu yang membuat
harga saham perusahaan mereka
melorot di tengah kondisi pasar
yang sedang bergairah (bullish).

Perhatikan PGAS, MEDC,
dan BLTA

Saat ini para analis curiga bahwa
beberapa emiten akan menabur-
kan pupur tebal di akhir tahun. Se-
but saja PT Medco Energi Intema-
tional Tbk (MEDC) dan PT Perusa-
haan Gas Negara Tbk (PGAS). Sa-
ham kedua perusahaan ini sempat
ikut melempem gara-gara efek
lumpur Lapindo. Selain itu, ada
juga saham PT Berlian Laju Tanker
Tbk (BLTA) yang harganya justru
merosot sejak akhir Oktober lalu.

Menurut rumor yang beredar di
pasar, manajemen Medco akan me-
ngangkat harga sahamnya demi
mengangkat citra Medco yang te-
lah tercoreng. Kebetulan, para
analis juga menilai valuasi saham
MEDC yang saat ini (4/12) dihargai
Rp 3.100 per saham masih murah.
Menurut Sebastian Tobing, analis
Trimegah Sekuritas, seharusnya

harga MEDC bisa sampai Rp 3.950
per saham. Harry memperkirakan
harga saham Medco bakal berge-
rak ke kisaran Rp 3.700-Rp 3.800
per saham.

PGAS lain lagi ceritanya. Kabar
di pasar mengatakan bahwa mana-
jemen PGAS akan mendandani

harga sahamnya demi kepentingan
pemerintah yang akan melepas
5,3% saham PGAS. Jika harga sa-
ham PGAS berhasil dikerek, peme-
rintah bisa menjual sahamnya di
harga tinggi. Jadi, jangan heran ka-
lau beberapa analis memperkira-
kan harga saham distributor gas ini
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bisa melejit ke Rp 16.900 per sa-
ham; dari harga sekarang (4/12)
yang Rp 10.600.

Terakhir, Berlian Laju Tanker
yang ingin menjual obligasi untuk
mendanai ekspansi pembelian ka-
pal-kapal tanker barunya juga dika-
barkan akan mendandani saham-
nya. Mereka butuh kenaikan harga
sahamnya lagi supaya citra perusa-
haan bisa kembali naik di mata pa-
ra investor. Beberapa analis mem-
perkirakan harga bersimbol BLTA
bisa naik lagi ke Rp 2.000 per sa-
ham, dari kisaran Rp 1.780 per sa-
ham saat ini (4/12).

Tapi, amat sulit untuk bisa me-
mastikan apakah aksi window
dressing benar-benar akan terjadi.
Pasalnya, ketika dikonfirmasi, ma-
najemen emiten-emiten itu me-
nyangkal bahwa mereka tengah
mendandani saham perusahaan-
nya "Kita enggak melakukan cara-
cara seperti itu,” tutur Hilmi Pani-
goro, CEO PT Medco Energi Inter-
national. Widiharja Tanujaya, Pre-
siden Direktur PT Berlian Laju
Tanker, memberikan jawaban se-
nada. "Kita sesuai dengan aturan
mainlah. (Naik-turun harga) itu
kan berlaku hukum pasar saja,”
ujamya.

Kalau sudah begini, sebaiknya
para investor benar-benar pasang
mata dan kuping. Begitu harga sa-
ham-saham itu benar-benar me-
nunjukkan gejala akan melejit, in-
vestor bisa ikut nimbrung. Jangan
sampai ketinggalan kereta. Q



